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Pengantar 


Bu berjudul “Argumentasi Figh untuk 


Minoritas Muslim” adalah hasil karya penulis setelah 
berjumpa dengan komunitas muslim di beberapa negara. 
Diantaranya Muslim Taiwan. Penulis berkesempatan 
tinggal di negeri Formosa itu lima belas hari, 23 Desember 
219 sd 7 Januari 2018. Pertemanan yang akrab dengan 
teman-teman PCI NU Taiwan akhirnya menghasilkan 
karya penting yang hemat saya akan dibutuhkan oleh 
muslim Minoritas di berbagai negara. 


Demikian juga, hasil riset penulis ketika melakukan 
pengabdian masyarakat di Australia: Adelaide, Sydney, 
Canberra dan Melbourne pada tanggal 6-20 Agustus 2019. 
Ada banyak hal menarik yang penusis temukan ketika 
berada di negeri Kanguru dengan segala seluk-beluknya. 
Penulis belajar ' memahami dengan sebenarnya 
problematika minoritas muslim di beberapa negara, 
terutama Australia dan Taiwan. 

Demikian juga, diskusi yang gayeng dengan para 
alumni luar negeri Barat memantabkan tekad penulis 
untuk menyusun buku Argumenatsi Fikih untuk Minoritas 
Muslim. Bahwa sebuah fikih lahir dan tumbuh untuk 
memberikan solusi pada umat, bukan malah menyulitkan 
umat sebagaimana watak fikih itu sendiri. 


Berbeda dengan beberapa buku tentang Figh 
Minoritas, buku ini akan lebih banyak membahas praktik 
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figh minoritas di beberapa belahan dunia. Sengaja 
demikian agar buku ini lebih fungsional dan mendapat 
banyak kegunaan dalam kehidupan. Meskipun penulis 
tetap saja menyajikan berbagai teori yang digunakan untuk 
memotret Figh Minoritas tersebut. 


Penulis menggunakan metode yang berbeda dengan 
para penulis yang lain, yaitu menggabungkan berbagai 
metode mulai pendapat ulama, al-Our'an dan al-Hadits, 
berikut ijma' dan giyas dan penggunaan metode magashidi 
yang berpondasikan pada maslahah serta metode urfi yang 
mengedepankan kearifan lokal. Dua metode ini, dalam 
hemat penulis sangat urgen untuk mengetahui keadaan 
negara minoritas muslim yang satu dengan lainnya 
memiliki kekhasan. 


Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan 
teori hajat dan dlarurat serta rukhsah dan azimah yang 
menjadi pilar keberlakukan hukum sesuai kaidah al-hukmu 
yaduru ma'a illatihi “wujudan. waadaman. Hukum berputar 
sesuai ada tidaknya illat. 

Pada sisi lain, Figh al-Oalliyat memiliki dampak 
mudahnya seorang muslim melakukan adaptasi dengan 
negara dimana mereka tinggal. Bagaimana pun juga, 
sebuah negara memiliki nilai-nilai yang harus dijaga 
misalnya Australian Values yang menjadi pijakan warga 
negaranya. 


Terima kasih pada maha guru kami, KH. Abd Muchith 
Muzadi (Jember), KH. Maimun Zubair (Sarang Rembang), 
KH. Afifudin Muhajir (Situbondo), KH. Muhyidin Abdus 
Shomad (Jember) dan Prof Dr. KH. Syeikhul Hadi Permono 
SH, MA (Surabaya), yang telah memberikan banyak ilmu 
pada penulis. 
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Tak lupa pada guru dan kolega yang terus memotivasi 
kami: Prof. KH. M. Maksum (Waketum PBNU), Prof. 
Nadirsyah Husein (Melbourne), Prof KH. Abdul Halim 
Subahar, MA, Prof Dr. H. Babun Suharto (Rektor IAIN 
Jember), Ph.D, Gus Nilzam (Pondok Krapyak Yogyakarta), 
Prof. Mujib (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Dr. KH. 
Ahmad Imam Mawardi (Surabaya), Dr. KH. Rumadi, MA 
(Lakpesdam PBNU), Dr. KH. A. Muhyidin Khotib, MA 
(Ketua Umum PP Kamaly), Dr. KH. Abd. Mogsith Ghazali, 
MA (LBM PBNU), dan sebagainya. 

Terutama pada istri penulis, Robiatul Adawiyah dan 
anak-anak kami: Syafig, Iklil, Ibris, Hida dan Eidward. 
Terima kasih tak terhingga atas pengertiannya sehingga 
abah bisa menulis dengan cepat. 


Akhirnya, selamat membaca ! 
Jember, 1 Januari 2020 
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Argumentasi Figh untuk Minoritas Muslim 


| Oa ini, hampir sepertiga dari total 1,8 milliar kaum 


Muslim di dunia hidup di negara-negara non-Muslim.! 
Sebut misalnya Amerika, Eropa, Australia, dan sebagainya. 
Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh Pew Research 
Center's Forum on Religion and Public Life pada Januari 
2011 disebutkan bahwa persebaran kaum muslim hampir 
62,1 Yo di asia Pasifik, 19,9 di Timur Tengah dan Afrika 
Utara, 15 Yo di Afrika Sub-Sahara, 2,7 Yo-di-eropa dan 0,3 
persen di Amerika. ? 


Tentu, hal yang demikian ini menjadikan problem 
tersendiri bagi umat Islam karena tinggal pada sebuah 
negara yang 'tidak ideal dalam pandangan seorang 
muslim. 


Sejumlah problem pun mengemuka, sebagai dampak 
langsung hidup berdomisili di negara yang cenderung 
tidak peduli' dengan kepentingan besar umat Islam. 
Masjid yang minim, makanan yang tidak terjamin halalnya, 
sulitnya beribadah, tidak adanya regulasi nikah dengan 


1 Data di tahun 2015 menunjukkan bahwa 7,3 Milyar penduduk 
dunia, ada sekitar sepertiganya memeluk Kristen (31 persen), 
sementara muslim menduduki peringkat kedua dengan 1,8 milyar 
atau 24 persen dari penduduk dunia. Lihat,www.bbc.com, diakses 1 
Januari 2020. 

2 Lihat, Bahrul Hayat, Kontribusi Islam Terhadap Masa Depan 
Peradaban di Asia Tenggara, MIOOT, Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 
2012, 193, Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life, 
The Future of the Global Muslim Population Projections for 2010-2030, 
January 27, 2011. 

3 


Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I 


non-muslim dan sebagainya adalah tantangan bagi umat 
Islam di negara tersebut. ' 


Kondisi inilah yang menjadikan para juris Islam di 
masa kontemporer merasa penting untuk merancang figh 
yang berbeda dengan figh pada umumnya. Dalam konteks 
ini, para juris Islam sering menyebutkan dengan sebutan 
Figh al-'Agalliyat (Figh Minoritas). Figh ini adalah bagian 
dari Figh pada umumnya, hanya berbeda dalam kaitan 
dengan locus dimana tempat implementasi figh tersebut 
dipraksiskan dalam kehidupan. 


Hal inilah yang ditegaskan oleh Alwani, penemu Figh 
al-Agalliyat: 
“In Nazarat Ta'asisiyya, al-Alwani describes the new, 
special circumstances of the large Muslim immigrant 
communities in many non-Muslim countries that 
justify the. creation of a special system of 
jurisprudence. The need for such a special system 
arises from various dilemmas facing Muslims abroad 
that do not confront their co-religionists who live in 
Muslim countries. On a superficial level, there are 
problems concerning permitted food (halal) and eating 


3 Pengalaman penulis di Taiwan menunjukkan betapa pentingnya 
Fikih Minoritas bagi warga Indonesia yang beragama Islam di sana. 
Penulis ada di Taiwan mulai 26 Desember 2017 sampai dengan 7 
Januari 2018. Demikian juga pengalaman di Australia sejak 6 Agustus 
hingga 20 Agustus 2019 menjadikan penulis banyak tahu tentang 
kesulitan muslim di negara minoritas. Lihat, M. Noor Hariudin, 
Tantangan Dakwah NU di Taiwan, (Surabaya: Pustaka Radja, 2019), xv- 
xvili. Juga, M. Noor Harisudin, Islam di Australia, (Surabaya: Pena 
Salsabila, 2019), v-vii. 
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with non-Muslims, the dates of holidays (the position 
of the moon), and marriage to non-Muslim women. 
And on a deeper level, Muslims must deal with such 
guestions as Islamic identity, the message of the 
Muslim in his new place of residence, his link to the 
Muslim Umma (“nation” founded by the Prophet in 
Medina) and the future of Islam beyond its current 
borders.4 


Dalam terma fikih, kita mengenal istilah Darul Islam 
dan Darul Harbi. Darul Islam adalah daerah atau wilayah 
yang menjamin (minimal) kebebasan beragama bagi umat 
Islam.” Ini adalah ukuran minimal tentang Darul Islam. 
Sementara, Darul Harbi adalah daerah orang-orang kafir 
yang memusuhi Islam. Lebih lanjut tentang Darul Islam 
dan Darul Harbi dibahas di bab tiga nanti. Dalam ruang 
inilah, Figh al-Agalliyat lahir dan muncul. Abdul Oadir 
Audah dalam Tasyri'“al-Jina'i,$ mengatakan: 


1 Shammai Fishman, Figh al-Agalliyyat: A Legal Theory for Muslim 
Minorities, Washington, Hudson Institute, Series No 1, Paper No 2, 
October 2006, 3. 

5 Saya setuju dengan pendapat KH. Afifudin Muhajir yang 
mengatakan bahwa negara liberalpun disebut Darul Islam jika umat 
Islam dapat melaksanakan ajaran syariatnya dengan baik. Pendapat 
ini penulis sampaikan baik di Taiwan maupun Australia. 

S Abdul Oodir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'iy Fi Al-Islam, Juz. 1 hal. 
304 dalam maktabah syamilah 
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AS La abs SI SNI ILY Os Jads ADA ja 
AS La Tayalas OL Ogabukl liku padat gl ca! 
HA pa MAh JO  & Jas (NYI 
SIS yg diy Ay Ogaludl Aels dala Ab S3 (Ogakma 
Abg IS NYI os 3 Jang omah 1 ja OKU RE 
Ogalina US. dd plo La Crakaki pE Aale belang ta 
MEI ya merit La al Aga Ya AIA Lg, 

ILY Ai 


“Darul Islam mencakup negara yang hukum Islamnya 
tampak dipraktekkan atau penduduk Islam dapat 
melaksanakan hukum Islam dengan terang. Oleh 
karena itu, masuk dalam definisi Darul Islam, setiap 
negara yang semua penduduk atau mayoritas Islam, 
juga negara yang dikuasai muslim dan menggunakan 
hukum Islam meski penduduk mayoritas bukan Islam. 
Demikian juga, definisi itu mencakup negara yang 
dkuasai non mulsim namun penduduknya dapat 
menjalankan hukum Islam dengan terang benderang 
atau tidak ada hambatan untuk mempraktekkan 
hukum Islam secara terang benderang”. 


Dalam pandangan Abdul Oadir Audah, Darul Islam 
adalah negara yang dengan tegas mengeksplisitkan hukum 
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Islam atau negara dimana penduduknya dapat 
melaksanakan hukum Islam, baik penduduk muslimnya 
mayoritas atau bukan ( alias minoritas). Meski tidak ada 
“pemerintah Islam”, jika tidak ada kebijakan yang jelas 
melarang pelaksanaan hukum Islam, maka demikian ini 
tetap dikatakan sebagai Darul Islam. 


Sementara, Darul Harbi adalah seperti yang dikatakan 
Abdul Kadir Audah': 


VI LI PN JS Ol atas 5 J3 
NYI AA Lea ebi Y gi cosaludl Hola SL Jaw 
Jod SL Ai Bdg Had USA SNI ola LS selam 
Aa) Lg Upah nu OS OT Sgiang cidukasa 

ABI 5S onprle Ugal pl3 La (04S3 Y gl Eraline Kosl25 
NYI ai 


“Darul Harbi mencakup semua negara yang tidak 
berada di bawah kekuasaan Islam atau hukum tidak 
dipraktekkan secara terang benderang, baik itu satu 
negara atau ban yak negara, baik penduduk mukim 
nya muslim atau bukan muslim, selama orang-orang 


7 Abdul Oodir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'iy Fi Al-Islam, 304. 
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Islam tidak mampu mempraktekkan hukum Islam 
secara terang benderang”. 


Catatan menarik dari Abdul Oadir Audah adalah 
definisi Darul Harbi dengan negara yang tidak berada 
dalam pemerintahan Islam atau tidak berada dalam negara 
yang tidak tampak pelaksanaan hukum Islam., baik dalam 
satu daulah atau lebih, dan baik penduduk mukimnya 
muslim atau non-muslim selalam orang-orang Islam lemah 
dalam memperlihatkan hukum Islam dalam kehidupan 
publik. 


Definisi Abdul Oadir Audah jelas dapat memasukkan 
kategori nation-state yang berkembang sejak abad ke-15 
tanpa harus merubahnya misalnya menjadi Darul Ahdi 
was Syahadah8 ataupun Darul Mitsag”. Pembahasan lebih 
lanjut dan detaik tentang perdebatan Darul Islam dan 
Darul Harbi pada bab berikutnya. 


Dalam konteks dan dinamika perdebatan Darul Islam 
dan Darul Harbi inilah utamanya diduga Figh al-Agalliyat 
lahir. Istilah Figh Al-'Agalliyat sendiri sebenarnya sudah 
muncul pada abad ke-14 H, tetapi baru dikukuhkan pada 
awal abad ke 15 H seiring dengan berdirinya organisasi- 


8 Lihat Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah tentang NKRI sebagai 
“Darul Ahdi was Syahadah” yang artinya negara perjanjian dan 
persaksian. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Negara Pancasila sebagai 
Darul Ahdi wa Syahadah, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 12 

? Istilah Darul Mitsag disampaikan pertama kali oleh Prof. Dr. KH 
Ma'ruf Amin, Rois "Am PBNU yang sekarang menjadi Wakil 
Presiden RI 2019-2024. Darul Mitsag berarti negara atas dasar 
kesepakatan bersama. 
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organisasi dan yayasan-yayasan Islam yang memiliki 
concern besar terhadap problem-problem masyarakat 
Muslim di Eropa. Misalnya European Institute of Human 
Sciences (Perancis), Islamrat (Jerman), The European 
Council for Fatwa and Research (EFCR) dan Figh Council 
of North America (FCNA di Amerika). 8 


Di antara tokoh penggagas figh ini adalah Thaha Jabir 
al-Awan dan Yusuf al-Oardawi. Pada tahap selanjutya, 
muncul tokoh lain seperti Bin Bayah yang terus 
memperkuat Figh al-Agalliyat ini. Meskipun penentang Figh 
al-Agalliyat juga banyak. Misalnya Said Ramadlan al-Buti, 
ulama kenamaan asal Syria yang memandang Figh al- 
Agalliyat hanya memecah belas agama Islam saja. 
Penggunaan maslahah dalam Figh al-Agalliyat juga 
diterkesan dicocok-cocokkan. Sementara, tokoh Hizbut 
Tahrir Asif. K. Khan di London juga menentang keras Fikih 
al-Agalliyat karena mengkhianati sakralitas Islam dengan 
menghalalkan atas nama hajat dan dlarurat. 1 


Walhasil, formulasi Figh al-Agalliyyat, dalam hemat 
saya, bukan lahir sebagai bentuk mengikuti kecenderungan 
hawa nafsu belaka, tetapi bahwa Figh al-Agalliyyat benar- 
benar timbul dari keterpanggilan banyak untuk 
memberikan solusi terhadap masyarakat Muslim yang 
hidup di negara-negara berpenduduk mayoritas non- 
Muslim, khususnya di negara-negara Barat. 


10 Syaifudin Zuhri, Meneropong Dunia Muslim di Barat Melalui Fikih 
Minoritas, Jurnal al-Manahij Purwokerto, Vol. VII No. 2 Tahun 2013, 
hal 228. 

M Tbid, 229. 
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Bagaimanapun juga, kehidupan di Negara non- 
Muslim telah menjadikan seseorang Muslim yang religius 
harus vis a vis dengan keadaan kontradiktif yang 
dialaminya. Kontradiksi antara tetap berpegang teguh 
dengan keislamannya pada satu sisi, namun pada sisi lain 
harus berhadapan dengan realitas non-muslim yang tidak 
ideal setidaknya dalam pandangan keghaliban seorang 
muslim. Demikian ini membutuhkan solusi bagi orang- 
orang muslim di luar negara Islam. 


Dalam hemat penulis, dasar-dasar Figh al-Agalliyat 
merujuk pada periode Nabi semasa di Mekah. Periode 
Mekah awal adalah periode minoritas muslim, berbeda 
dengan Negara Madinah yang mayoritas muslim. Namun 
banyak problem Figh al-Agalliyat yang sangat kompleks 
dan jika dilihat dalam perspektif Ushul Fikih, termasuk 
dalam kategori ma lanassha fihi yang masuk dalam wilayah 
garapan ijtihad.? Dalam konteks ini, figh al-Agalliyat harus 
dibaca dalam perspektif bayani, giyasi dan magashidi. 


Figh al-Aktsariyat vs Figh Agalliyat 


Terma agalliyyat secara etimologi berarti paling sedikit 
atau minoritas. Secara istilah agalliyyat berarti kelompok 
manusia yang hidup di tengah-tengah kelompok lain yang 
berbeda dan lebih sedikit jumlahnya. Jika kata agalliyyat 
dikaitkan dengan agama Islam, maka agalliyyat al-Muslimin 
berarti kelompok masyarakat Muslim yang hidup di antara 
kelompok yang lebih besar jumlahnya yang beragama 


12 Tentang ijtihad, silahkan baca, M. Noor Harisudin, Ilmu Ushul Figh 
I, (Jember: STAIN Press, 2014), 131-150. 
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selain Islam. Dengan demikian, kata agalliyat dimaksud 
dikaitkan dengan agaliyyatul muslimin fi ghairi biladil Islam. 


Al-Aktsariyat adalah lawan kata al-Agalliyat. Al- 
Aktsariyat berarti mayoritas. Imam Mawardi menyebutnya 
dengan figh aghalabiyat.? Fikih al-Aktsayirat tidak 
digunakan karena fikih pada umumnya dipahami selalu 
dalam keadaan mayoritas. Artinya, demikian ini dalam 
keadaan yang normal (ikhtiyari). Dengan demikian, fikih al- 
Agaliyat adalah fikih yang dipraktekkan dalam keadaan 
tidak ikhtiyari sehingga berlaku rukhsah pada bab-bab 
tertentu, sesuai dengan keadaan di lapangan. 


Seperti disebutkan dalam literatur Ushul Fikih, bahwa 
ada terma hukum azimah dan rukhsah. Wahab Khalaf 
mendefiniskan rukhsah dengan: 


HS Ie UH ASI ya Al te, laa daan 
pp La Ga gl isl Jia ena Ap DL 3 
Ida pel koletal AS gl koe DL 3 BLS jie 


“Hukum keringanan yang disyariatkan Allah atas 
mukallaf dalam keadaan yang menghendaki 


3 Ahmad Imam Mawardi, Fikih Mayoritas versus Fikih Minoritas, 
Melacak Akar Konflik atas nama Syariat, Justicia Islamica, Vol. 9 No. 2 
Tahun 2012, IAIN Ponorogo. 
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keringanan tersebut: hukum yang disyariatkan karena 
udzur kesulitan dalam keadaan yang khasah atau 


membolehkan yang dilarang dengan dalil larangan.” 
14 


Sementara, Wahab Khalaf menyebut azimah sebagai 
kebalikan hukum rukhsah: 


SI Rab ASI oa Ale dilas,d Lae AsjadI Lol 
SEN SNP EN TER Z2 Y 
3 3 b, ve 


“Hukum asal yang bersifat umum tidak dalam 
keadaan tertentu, juga bukan hukum hanya berlaku 
pada seorang mukalaf dan tidak pada mukalaf yang 
lain”. 8 


Para Ushuli yang lain mengatakan bahwa hukum 
'Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah 
kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum 
ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah, 
sehingga sejak disyariatkannya seluruh mukallaf wajib 
mengikutinya. 

Para Ushuli dari kalangan Syafi'iyyah mengatakan 
bahwa 'azimah itu adalah hukum yang ditetapkan tidak 
berbeda dengan dalil yang ditetapkan karena ada udzur 
syar'i. Misalnya, jumlah rakaat shalat dzuhur yang empat 


4 Wahab Khalaf, Ilm Ushul al-Figh, (Mesir: al-Haramain, 2004 M/1425 
H), 121. 
15 Ibid. 
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rakaat. Jumlah raka'at ini ditetapkan Allah sejak semula, 
sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan 
jumlah rakaat shalat dzuhur. Hukum tentang rakaat shalat 
dzuhur adalah empat rakaat disebut dengan 'azimah. 


Apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa 
orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat dzuhur dua 
rakaat, seperti orang musafir, maka hukum itu disebut 
rukhsah. Kebolehan melakukan sholat dluhur dua rakaat 
karena udzur Syari (musafir) adalah rukhsah. Dengan 
demikian, para ahli Ushul Figih ,mendefinisikan rukhsah 
dengan “hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil 


1317 


vang ada karena ada uzur syar'i”. 


Pada konteks ini, maka sesungguhnya fikih minoritas 
merupakan ruang lingkup yang secara umum berkaitan 
dengan hukum-hukum rukhsah. Namun perlu dicatat, 
bahwa rukhsah tidak berlaku selamanya. Ketika seorang 
mahasiswa Indonesia pulang kampung ke negerinya, 
pastilah ia akan menjalankan. fikih yang mayoritas tadi. 
Walhasil, di negara seperti Indonesia dan Malaysia 
misalnya, tidak berlaku Figh al-Agalliyat. 


Dalam teori-teori Ushul Figh, dijelaskan bahwa pada 
ghalibnya, rukhsah itu diperbolehkan karena ada keadaan 
hajat dan dlarurat.' Dlarurat adalah keadaan gawat yang 
jika tidak dilakukan akan berakibat meninggal dunia. 
Sementara, hajat adalah sesuatu yang tidak dilakukan akan 
menyebabkan masyagat dan kesulitan. Dua keadaan yang 
saya sebut ini yang membolehkan adanya rukhsah. Dengan 


19 Penjelasan tentang teori dlraruriyat, hajiyat dan tahsiniyat akan 
dibahas pada bab selanjutnya. 
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demikian, tidak serta merta semua dibolehkan alias 
rukhshah. 


Kata kunci inilah yang harus digaris bawahi: tidak 
semua menjadi rukhshah karena kalau itu yang terjadi 
maka akan terjadi menggampangkan soal agama, padahal 
menggampangkan urusan agama adalah sesuatu yang 
dilarang dalam agama. 


Urgensi Figh Agalliyat 

Fikih yang sangat penting terutama bagi minoritas 
Islam di negara Eropa, Amerika, Australia dan sebagainya. 
Kita sebagai umat Islam yang hidup di negara mayoritas 
muslim cukup memahami bahwa saudara kita yang 
minoritas -karena berdasarkan udzur syari”—dibolehkan 
untuk melakukan praktek “fikih rukhsah' sesuai dengan 
keadaan dan fakta di lapangan. 


Sebaliknya, menolak keras migrasi umat Islam ke 
berbagai belahan dunia adalah barang yang utopia. 
Dengan kata lain, pendapat.yang mengharamkan umat 
Islam hijrah ke berbagai negara dewasa ini sudah tidak lagi 
relevan. Seperti migrasi (hijrah) ke Eropa bukan untuk 
meninggalkan sholat Jum'at, sebagaimana berikut: 


tap 3 JKN NG LSP ai pisah 3 pb Ol ai 


7 Istilah udzur syar'i digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan 
dalam Islam karena tidur, lupa, tidak tahu, dan sebagainya. 
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“.Jika ia bepergian dengan niat meninggalkan 
sholat, maka tidak diragukan lagi keharaman- 
nya” 8 


Apalagi, dalam migrasi antar negara ini, umat Islam 
justru melakukan dakwah Islam secara masih ke berbagai 
negara. Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
muslim di berbagai negara tersebut. Oleh karena itu, maka 
Figh al-Agalliyat menjadi pedoman ubudiyah dan 
mu amalah dalam keseharian umat Islam minoritas. 


Seorang juris Islam kontemporer kenamaan, Yusuf al- 
Oaradhawi menjelaskan urgensi Figh al-Agalliyyat dengan 
menyebut empat hal berikut: 


Pertama, umat Islam tidak hanya memerlukan figh 
sebagaimana dipahami saat ini, yang hanya berkaitan 
dengan sesuatu yang bersifat eksoterik agama dalam 
menyelesaikan persoalan hidupnya. Hal lain yang tidak 
kalah penting adalah hal ihwal yang bersifat esoterik, 
ruhaniah, batin dan teologis. Masyarakat minoritas muslim 
membutuhkan figh khusus yang merangkum keseluruhan 
masalah keagamaan. Inilah yang menjadi substansi figh al- 
Agalliyyat. 

Kedua, masyarakat minoritas muslim adalah bagian 
dari umat Islam keseluruhan. Mereka sama dalam hal yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban keberagamaan. 
Hanya saja, mereka memiliki perbedaan dengan 
masyoritas umat Islam hal ketundukan pada undang- 
undang negara di mana mereka bertempat tinggal, yang 


18 Sayid Abdurrahman Ba'lawi, Bughyatul Mustarsyidin, (Beirut: Darul 
Fikri, tt), 78. 
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umumnya bukan negara Islam atau negara yang mayoritas 
berpenduduk muslim. Karena itulah diperlukan perhatian 
khusus atas mereka dalam hal aplikasi hukum Islam 
sehingga tidak berbenturan dengan kenyataan hidup 
mereka. 


Ketiga, walaupun Figh al-Agalliyyat merupakan 
bagian dari figh secara umum, ia memiliki karakter yang 
berbeda dengan figh pada umumnya. Fugaha masa lalu 
yang telah menghasilkan karya-karya figh yang banyak 
dikenal saat ini, tidak - pernah “membayangkan 
kemungkinan percampuran bangsa-bangsa seperti saat ini 
melalui gelombang imigrasi yang terjadi karena jarak 
antarnegara semakin dekat, dengan bantuan kecanggihan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 


Demikian ini diperlukan suatu jenis figh khusus bagi 
mereka yang menjadi minoritas di negara-negara Barat. 
Munculnya figh minoritas ini sesungguhnya merupakan 
hal yang biasa ketika.munculnya figh kedokteran, figh 
ekonomi, dan figh politik juga dianggap sebagai sesuatu 
yang wajar, kerena memiliki karakter yang khusus. 

Keempat, eksistensi Islam di Barat menjadi sesuatu 
yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Islam 
sebagai rahmat universal. Menegasikannya, 
meremehkannya atau bahkan tidak mempedulikan 
eksistensinya adalah bagian dari pelecehan terhadap 
kemuliaan Islam. Karena itu, pertanyaan tentang boleh 
tidaknya tinggal di negara kafir menjadi tidak relevan lagi 
untuk dipertanyakan.'” 


19 Yusuf Oardlawi, Fi Fighi al-Agalliyat al-Muslimah, (Mesir: Darus 
Syurug, 1968), 31. 
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Logika Yusuf Oardlawi mendapatkan momentumnya 
tatkala muslim dunia melakukan imigrasi besar-besaran ke 
berbagai negara Eropa dengan membawa misi penyebaran 
agama Islam. Tentu demikian ini merupakan berkah 
adanya imigrasi yang luar biasa ini, apalagi ini juga 
menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam 
yang la'natan lil alamin. Islam menyebar ke seantero dunia 
adalah karena hal-hal tersebut. 


Lebih dari itu, kebutuhan Muslim untuk berintegrasi 
dengan masyarakat setempat adalah problem lain yang 
juga mesti dijadikan pertimbangan betapa pentingnya Figh 
al-Agalliyat ini untuk minoritas muslim. Demikian ini akan 
terlihat jelas jika kita memahami berbagai kesulitan dan 
juga problematika kehidupan minoritas muslim di tengah 
mayoritas non-muslim dengan senyatanya dan sebenar- 
benarnya. 2 


Dalam konteks ini, maka Figh al-Agalliyat akan 
menjadi solusi danjawaban.atas berbagai problematika 
muslim. Figh untuk minoritas muslim ini juga dipandang 
akan mampu menjadi serangakaian aturan yang utuh bagi 
kehidupan keagamaan masyarakat minoritas muslim di 
negara-negara Barat, India, Asia, atau minoritas muslim 
yang lain. Menurut terma Syeikh Muhammad Yacuobi, 
seorang guru American Zaytuna Institute, Figh al-Agalliyat 


2 Dalam konteks negara Australia misalnya, bagaimana umat Islam 
dapat mengimplementasikan Australian values dalam kehidupan 
mereka. Lihat, M. Noor Harisudin, Islam di Australia, (Surabaya: Pena 
Salsabila, 2019), 99-100. 
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ini adalah "torn between their devetion to Islam and their 
need to integrate to same degree into American society".2! 


Wallahu 'alam.“”" 


21 Genevive Abdo, Mecca and Main Street" Muslim Life in America 
After 9-11-11” (New York, NY: Oxford University Press, 2006), 32. 
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| al-Agalliyat terdiri dari dua kata. Pertama, 


fikih yang secara etimologi berarti pemahaman sesuai 
dengan kata asalnya fa-ga-ha. 2 Sementara, secara istilah, 
fikih dimaknai sebagai ilmu tentang hukum syari yang 
bersifat amaly yang digali dari dalil-dalil terperinci. 
Definisi lainnya mengatakan fikih adalah ilmu hukum 
yang syari yang juga merupakan produk ijtihad. 2 Jika 
merujuk pada materinya, fikih adalah ilmu tentang syarat 
dan rukun. 


Kedua, al-Agalliyat berasal dari kata 'gallala yang 
berarti sedikit, lawan dari banyak. # Penambahan ya' 
nisbat berarti secara etimologi berarti bangsa sedikit. Al- 
Agalliyat berarti jumlahnya sedikit. Artinya fikih dimana 
dijalankan oleh orang yang sedikit. Di negara di luar Islam, 
jumlah umat muslim pada.umumnya sedikit sehingga 
dikatakan agalliyatul Muslimin. 2 


Jumlah orang yang sedikit yang merupakan talazum 
dengan negara luar Islam seperti Eropa, Australia, 


2 OS. Hud, 91. Lihat juga, M. Noor Harisudin, Pengantar Ilmu Figh, 
(Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 1-2. 
23 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Figh, (Mesir: al-Haramain, 1977), 
12. 
2 Ibnu al-Mandzur al-Ifrigi, Lisanul Arab, Juz V, (al-Oahrah: Dar al 
Makrifah, tth), h. 2726. 
2 KH. Afifudin Muhajir dalam Figh al-Agaliyat dalam Perspektif Ushul 
Figh, Fakultas Syariah dan Kamaly, 18 Oktober 2019. 
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Amerika, dan sebagainya. Tak heran jika Ibnu Bayyah 
mendefinisikan Figh al-Agalliyyat 2dengan: 


HA da nd Kei Gabah PKN 
SNI 


C 


Artinya: “Hukum-hukum figh berkaitan dengan 
Muslim yang hidup di luar Negara Islam”. 


Meski kita bisa berdebat soal..kata “kharija biladil 
Islam”, karena sistem negara di masa kini lebih kompleks, 
utamanya terkait nation state yang menjadi bentuk negara- 
negara di masa sekarang. 


Sementara itu, Ahmad Azaim” mengutip Jamil 
Hamdawi memberikan definisi Figh al-Agalliyyat sebagai 
“.. Kumpulan hukum-hukum.syara'yang berkaitan dengan 
Muslim yang hidup di luar Negara Islam dalam seluruh 
kepentingan hidup baik aspek politik, sosial, ekonomi, 
agama dan kebudayaan”. 


Definisi ini meski menggukan kata “luar negara 
Islam”, namun lebih lengkap dengan menyebut aspek 
politik, sosial, ekonomi, agama dan kebudayaan. Karena 
bisa jadi berlaku di sebuah negara yang komunitasnya 


26 Bin Bayah, Shina'at al-Fatwa wa Figh al-Agalliyat, 164. 
27 Ahmad Azaim Ibrahimy, Figh al-Agalliyat, Eksistensi 
Kewarganegaraan Muslim Minoritas di Negara Non-Muslim, (Malang: 
Penerbit Genius Media, 2015), 13. 
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muslim sedikit seperti Bali, Papua, ataupun Nusa Tenggara 
Timur. 


Thaha Jabir al-Alwani memberi definisi Figh Al- 
Agalliyyat? adalah: 


RAI Bai SEN SI elu gag “3 
Sab W igre2 Hola Aib ggd Ash Jai AJI OS 
BLS Jl dgla CE 9 lari makar N Lb mela: Lol 
JL2BYI 3 plan! ale 3 Aale dolar YI aglal 2x 3 
Kol Adya SENI 9 Zeetadtaglal 


“ 


.. cabang figh yang memelihara hubungan hukum 
Islam dengan komunitas yang berada pada daerah 
tertentu dengan memperhatikan kekhususan yang 
layak dan relevan dalam realitas kehidupan mereka”. 


Definisi Thaha Jabir al-Alwani ini lebih kongkrit dan 
memberikan penekanan misalnya “daerah tertentu” 
dengan “memperhatikan kekhususan yang layak”. Definisi 
ini tidak melihat negara Islam atau bukan, di luar atau di 
dalam negara Islam, asal dia memenuhi kriteria syarat 
khusus, maka berlaku Figh al-Agalliyat. 


2 Thaha Jabir Alwani, Nadzariyat Ta'sisiyat fi Figh al-Agalliyat, diakses 
http://www.islamonlin.net. 
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Dengan melihat beberapa definisi tadi, maka ada 
beberapa kata kunci yang berkaitan dengan figh Al- 
Agaliyat, sebagai berikut: Pertama, figh yang digunakan 
oleh minoritas muslim, baik di sebuah negara Islam atau 
luar negara Islam. Kedua, figh yang digunakan memiliki 
kekhususan. Ketiga, figh yang digunakan dalam keadaan 
darurat atau hajat sehingga memungkinkan adanya 
rukhsah sebagaimana dibahas pada bab-bab selanjutnya. 


Sementara itu, Jamaludin Athiyah Muhammad 
menyatakan bahwa meski agak sulit menerima definisi 
yang diterima semua pihak dan..mencakup seluruh 
menoritas di dunia, namun ia menyebut karakter umum 
minoritas misalnya: Pertama, dari segi jumlah kaum 
minoritas lebih sedikit dari jumlah penduduk keseluruhan 
negara. Kedua, minoritas tidak berdaya sehingga 
membutuhkan perlindungan. Ketiga, perbedaan identitas 
grup, etnis, budaya, bahasa dan agama.“ 


Jika memaksakan figh sebagaimana yang ada di 
Indonesia, pasti umat Islam di negara non-muslim akan 
merasakan beratnya Syariat Islam karena interaksi mereka 
yang masif dengan kalangan non muslim yang mayoritas. 
Apalagi, dalam sistem negara yang sekuler maka sudah 
selayaknya figh digunakan sesuai kenyataan dan realitas 
yang berlaku. 


2? Jamaludin Athiyah Muhammad, Nahwa figh Jadid lil Agalliyat, 
terjemah Shofiyullah, Figh Baru bagi Kaum Minoritas, (Bandung: 
Marja, 2003), 16-18. 
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Filsafat Hukum Figh al-Agalliyat 


Dalam kajian hukum Islam, perbuatan mukallaf selalu 
saja mengandung masyaggat.8 Artinya, tujuan perintah dan 
larangan pada mukallaf sesungguhnya bertujuan untuk 
mengukur sejauh mana ketaatan dan kepatuhan seorang 
hamba pada Allah Swt.” Karena itu, perbuatan mukallaf 
sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan pada Allah Swt. 
adalah medan “kompetisi seorang hamba yang satu 
dengan hamba yang lainnya dalam perihal kualitas 
ketagwaan-nya. 


Dalam kaidah dikatakan, al-ajru bigadrit ta'abi. Pahala 
itu bergantung pada kadar kepayahan atau kesulitan 
orang. Meski dipandang membaca khatam 30 juz dengan 
hanya membaca surat al-Ikhlas, sudah -pasti bahwa 
membaca al-Our'an 30 juz akan lebih banyak pahalanya 
karena lebih masyagat. Demikian juga dengan ibadah- 
ibadah hamba yang lain. 


Dalam kaidah lain2, dikatakan : 


o 4 


Me23 HST SE s3 AT SBU 


30 Masyaggat adalah kesulitan atau kadar kepayahan. Dengan 
demikian, semua yang disyariatkan Allah Swt mengandung 
masyaggat. Tidak lain adalah sebagai ujian ketaatan dari hamba 
Allah Swt. 

1 M. Noor Harisudin, Ushul Figh I, 31. 

2 As-Suyuthi, Al-Asybah wa An-Nazhair, 320 
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“Sesuatu yang banyak pebuatan, maka akan banyak 
keutamaan” 


Demikian juga kaidah lain yang disebut Imam az- 
Zarkasyi dalam al-Mantsur: 


“Amalan yang semakin banyak dan sulit, lebih afdhal 
daripada amalan yang tidak seperti itu.” 


Menurut sebagian ulama”, kaidah ini diambil dari 
hadits Aisyah RA4, yaitu: 


Ia j3 SE GG 


“Akan tetapi, pahalanya tergantung pada kadar yang 
kamu usahakan.” 


Di samping itu, fi'lul mukallaf itu pasti berkaitan 
dengan kemampuan mukallaf untuk melakukannya. Pada 


3 Sebagaimana dikatakan as-Suyuthi dalam Al-Asybah wa an-Nadzair, 
320. 
34 HR. Muslim, Nomor. 1211. 
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ruang-ruang dimana Islam diberi tempat yang memadai 
dan keadaan normal (ikhyiyari), Islam tentu akan 
dilaksanaan 100 persen full. Sebaliknya pada tempat Islam 
'dibelenggu' oleh keadaan setempat, maka ada toleransi 
untuk tidak melaksanakan ajaran Islam dengan 100 persen 
tersebut. 


Toleransi inilah yang dalam khazanah figh, kita sebut 
dengan rukhsah. Berbeda dengan azimah, rukhsah adalah 
hukum keringanan yang berlaku ketika terdapat hajat atau 
darurat menghendaki. Postulat yang dibangun adalah 
bahwa Figh al-Agalliyat berkaitan dengan keadaan hajat 
atau darurat dalam suatu tempat sehingga berlaku hukum 
keringanan tersebut. " 


Selanjutnya, pada level masyaggat ini, sesungguhnya 
Allah sedang menguji pada umat Islam: apakah ketaatan 
umat Islam masih mewujud ketika mereka dalam keadaan 
terdesak, ataukah umat Islam akan abai dan membiarkan 
keadaan ini begitu saja.?. 

Dengan kata lain, pilihan berbagai pendapat dalam 
fikih terkait dengan ketaatan dan kepatuhan mereka pada 
Allah Swt. Justru ketika keadaan terdesak, tapi umat Islam 
tetap dapat melaksanakan syari'at Islam dengan baik, 
maka yang demikian ini menjadi ukuran bahwa mereka 
telah teruji dengan baik. 


5 Dalam hal ini, saya berbeda dengan Thaha Jabir Alwani, Yusuf 
Oardlawi, atau Bin Bayah yang memunculkan Figh yang mandiri 
dengan figh pada umumnya. Jika Figh yang berlaku umum adalah 
figh ikhtiyari, maka figih yang berlaku di Barat adalah figh Dlaruri 
atau Figh Haaji. 

27 


Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I 


Walhasil, masyaggat yang lebih besar dalam Figh al- 
Agalliyat bukan tidak ada perhitungannya di sisi Allah 
Swt. 


Dalil-Dalil Figh al-Agalliyat 


Ada beberapa dalil yang menjadi dasar bagi Figh al- 
Agalliyyat, diantaranya Firman Allah Swt sebagaimana 
berikut : 


0.2 » “8 P 
PAN S9 ng Vga S0 AN Ja 
Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan 


Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu.” 6 


Allah berfirman juga berfirman: 
Ci “0 : of- Aa Pena 
Ta 2 SE Jaa Lag 


Artinya: “Allah tidak menjadikan dalam Agama suatu 
kesulitan.” 


3 OS. Al-Bagarah: 185. 
37 OS. Al-Hajj: 78. 


Argumentasi Figh untuk Minoritas Muslim 
34 2 Gt hn aa . da ee Bi 
3 Hp Ob SE NG PG 5S Teo saban Ml adl lal 
1) 


Artinya: “Katakanlah, “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu 
yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan 
bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau 
makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau 
daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau 
binatang yang disembelih atas nama selain Allah. 
Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia 
tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, 
maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang” 


Dua ayat al-Gur'an ini menjelaskan tentang aspek 
kemudaahan dan menghindari kesulitan dalam taklif pada 
mukalaf. Watak syariat Islam, dengan demikian, sangat 
pro-kemudahan dan juga anti kesulitan. 


Nabi Muhammad Saw. bersabda: 


bs Yg Saring Ca pori Ng Jaa 


Artinya: “Mudahkanlah dan jangan kalian mempersulit. 
Sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat mereka 
lari.”39 (Muttafag Alaih) 


38 OS. Al-An'am: 145 
39 HR. Bukhari dan Muslim. 
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ee MA Igtas FE SET EA ng Use Ip 
Aap AT 


| Ka SEE ag Ka ja Ai SSI SS 


ex 
3 
“Ea 


BA BAB AL UE NY ani Tag ale 
“Dan dari Aisyah RA, ia berkata, “Apabila Rasulullah Saw. 
disuruh memilih di antara dua perkara, niscaya beliau 
lebih memilih yang lebih mudah di antara keduanya, 
selama itu tidak dosa. Adapun jika itu adalah dosa, maka 
beliau adalah orang yang paling jauh dari dosa'. 


Menurut Dr. Yusuf Al-Oaradhawi, memilih yang lebih 
mudah (tasyir) “dalam melaksanakan ajaran agama 
merupakan suatu keharusan, karena hal ini merupakan 
sesuatu yang dituntut oleh syariat itu sendiri. Bukan 
dikarenakan tuntutan realitas atau menyesuaikan dengan 
zaman, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. 


Pada dasarnya syariat Islam berdiri di atas prinsip 
kemudahan dan keringanan, sebagaimana disebutkan 
dengan sangat jelas dalam ayat-ayat Al-Our'an dan sunnah 
nabawiyah. 


Pada ayat lain, Allah Swt berfirman: 


PAN GS Ip Yg ABI SU AN Ai 


40 HR. Bukhari dan Muslim. 
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Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak 
ingin menyulitkanmu.” 4 


Demikian juga, Figh al-Agalliyat didukung sabda Nabi 
Muhammad SAW, yaitu: 


o 
“- 0g | Panu G5 , 
| 2: 0. 
(ae 2) 
- Pn - . 


Artinya: “Saya diutus dengan membawa ajaran yang 
lurus dan mudah.” 2 


Hadits ini juga menguatkan dalil sebelumnya tentang 
ajaran Islam yang lurus dan mudah. Islam tidak 
diturunkan untuk membebani hambanya dalam kadar 
yang di luar batas kemampuannya sebagai manusia. Kalau 
ada pembebanan diluar kemampuannya, seperti telah saya 
sebutkan dimuka, akan berlaku hukum keringanan 
(rukhsah). 


Wallahu'alam. “ 


1 OS. Al-Bagarah: 185. 
2 HR Ahmad bin Hanbal. 
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Ssi diketahui, Thaha Jabir al-Alwani dan 


Yusuf al-Oardhawi adalah dua orang pertama yang 
mengenalkan nama Figh al-agalliyyat. Pun bahwa kedua 
tokoh ini yang menggagas secara khusus dan utuh tentang 
Fikih al-Agalliyat yang pada tahap selanjutnya dibahas dan 
menjadi diskursus global. 


Yang pertama, Thaha Jabir al-Alwani. Ia merupakan 
sarjana kelahiran Irak tahun 1935. Taha Jabir adalah pakar 
Ushul Fikih. Ia mendapat gelar doktor di Universtas al- 
Azhar Kairo Mesir. Sebelumnya, Thaha Jabir banyak 
mengajar di berbagai perguruan tinggi Timur Tengah. Ia 
lalu pindah ke Amerika yang menjadikan dia mendapatkan 
banyak inspirasi ketika bersenstuhan dengan Barat. 


Pada mulanya, Thaha Jabir mendirikan IIIT 
(International Institute for Islamic Thought), SISS (School of 
Islamic Social Sciences) yang berubah menjadi Cordova 
University dan juga FCNA (Figh Council of North 
America). Thaha Jabir menyalurkan gagasannya tentang 
Islam dan Modernitas ini melalui lembaga-lembaga yang 
didirikannya, termasuk gagasan tentang Figh al-Agalliyat. 
43 

Dalam pandangan Thaha Jabir, kelompok minoritas 
saat ini menjadi perhatian dunia. Tegasnya, dunia memiliki 
kepedulian terhadap minoritas yang tidak pernah dijumpai 


3 Shammai Fishman, Figh al-Agalliyyat: A Legal Theory for Muslim 
Minorities, Washington, Hudson Institute, Series No 1, Paper No 2, 
October 2006. 
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pada masa-masa sebelumnya. Dalam buku Toward Figh for 
Minorities, Thaha Jabir al-Alwani menyatakan bahwa tidak 
saatnya lagi menyelesaikan permasalahan hukum yang 
dihadapi oleh masyarakat minoritas muslim dengan 
menggunakan figh darurat (figh terpaksa), melainkan 
perlu dibuatkan figh khusus yang mampu mengako- 
modasi persoalan hidup umat Islam di negara Barat. 4 


Tidak hanya itu, Thaha Jabir juga menyatakan bahwa 
persoalan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat 
minoritas muslim bukan hanya berkaitan dengan hukum, 
melainkan juga berkenaan dengan..masalah agidah 
(tauhid), etika (akhlak) dan bahkan keseluruhan aspek 
hidup. Oleh karena itu, figh yang dibutuhkan adalah figh 
yang membahas keseluruhan aspek persoalan yang mereka 
hadapi. Inilah yang dikehendaki dengan figh al-agalliyyat 
yang digagasnya. 

Jika dilihat jejak rekamnya, gagasan tentang pelunya 
figh al-agalliyyat sudah.dilakukan Thaha Jabir sejak tahun 
1994. Tepatnya, saat Thaha Jabir menjadi ketua FCNA. 


Pada saat gagasan itu digulirkan, persoalan hukum 
Islam yang menarik adalah tentang bagaimana hukum 
seorang muslim di Amerika memilih pemimpin non- 
muslim dalam konteks pemerintahan Amerika. Pada 
umumnya, jawaban figh klasik haram. Namun, jika 
dibiarkan dengan jawaban ini, maka malah membuat tidak 
adanya kemaslahatan bahkan madlarat bagi muslim. Iniah 
bagian kecil dari Figh al-Agalliyat Thaha Jabir. 


4 Gagasan tentang Figh al-Agalliyat yang bukan figh dlarurat menarik 
untuk dicatat. Karena ini berbeda dengan gagasan saya yang tertuli 
dalam buku ini. 
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Senada dengan Thaha Jabir, Yusuf al-Gardhawi 
merupakan penggagas lain Figh al-Agalliyat. Ketokohan 
Yusuf Oardlawi telah diakui luas dalam memberikan 
fatwa-fatwa kontemporer, baik melalui audio visual 
maupun tulisan. 


Yusuf al-Garadhawi dilahirkan tanggal 9 September 
1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf “Abdullah al- 
Oaradlawi. Tempat kelahirannya adalah desa Saft-Turab, 
sebuah desa yang saat ini terkenal dengan nama Tanta di 
Mesir. Sejaka kecil, ia sudah menghafalkan al-Our an pada 
saat usia 10 tahun. Prestasi akademiknya diakui oleh 
banyak pihak. Pemikirannya terutama dalam bidang fikih 
telah menjadi referensi dunia. 


Pemikiran Yusuf al-Oardlawi semula konservatif. 
Namun, ia berubah haluan menjadi moderat ketika 
bersinggungan dan berinteraksai langsung dengan dunia 
Barat. Yusuf al-Oardawi yakin bahwa Islam mampu 
menyelesaikan semua permasalahan, termasuk problem 
minoritas muslim di Barat. 


Yusuf Oardlawi menyatakan bahwa mengembalikan 
umat Islam minoritas ke negara asalnya bukan solusi yang 
tepat. Oleh karena itu, baginya, pandangan fikih klasik 
yang ada dipandang kurang memadai. Pernyataan Yusuf 
Oardlawi disebut dalam kitab Fi Figh al-Agalliyat al- 
Muslimat Hayat al-Muslimin Wastah al-Mujtama'at al-Ukhra. 


$ Shammai Fishman, Figh al-Agalliyyat: A Legal Theory for Muslim 
Minorities, Washington, 2. 
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40Karena itu, Fikih minoritas menjadi solusi atas berbagai 
problematika minoritas muslim di negara Barat. 


Lebih lanjut, Yusuf Oardlawi menyatakan bahwa Fikih 
Minoritas bukan hal yang baru sama sekali, melainkan 
produk hasil interpretasi ulang dalil-dalil berdasarkan 
kemaslahatan. Fikih minoritas dianggap baru karena locus 
berkembangnya fikih ini ada di negara-negara Barat. 


Setelah Thaha Jabir dan Yusuf Oardlawi, muncul 
tokoh-tokoh lain seperti Bin Bayah, M Khalid Mas'ud, 
Shammai Fishman dan Wahbah az-Zuhaili. Mereka 
menjadi penyambung gagasan Figh al-Agalliyat sehingga 
menjadi disiplin kajian yang utuh, komprehensip dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. 

Dalam konteks Indonesia, setidaknya ada dua karya 
tentang Figh al-Agalliyat. 


Pertama, karya Dr.. KH. Imam Mawardi, MA. Buku 
Imam Mawardi merupakan disertasi penulis tentang 
landasa teoritik Fikih al-Agailliyat. Selain merujuk pada 
sumber primer, buku ini juga memperkaya kajiannya 
dengan perspektif Magashid Syari ah. “ 

Buku ini secara lengkap menyajikan bahasan tentang 
Figh al-Agalliyat secara teoritis dan praktis dengan analisa 
yang tajam. Perspektif Magashid Syari'ah dalam buku 
Mawardi semakin memperkaya kajian dan analisisnya. 


16 Ibid. 
7 Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas, Figh al-Agalliyat dan Evolusi 
Magashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LKIS, 
2010). 
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Buku ini termasuk buku pertama di Indonesia yang 
menulis lengkap tentang Fikih Minoritas. 


Hanya saja, Mawardi dalam buku ini tidak menyebut 
pendapat selain Thaha Jabir, Yusuf Oardlawi, Bin Bayah 
dan sebagainya tentang Figh al-Agalliyat. Sehingga, 
terkesan tidak ada ulama Indonesia yang membahas 
tentang Fikih al-Agaliyat, meskipun demikian khazanah 
yang digali dalam buku sangat luar biasa. 


Kedua, karya KH.. Azaim Ibrahimy yang juga 
pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo 
Situbondo. Buku Kiai Azaim yang—berjudul “Fikih 
Minoritas”48 ini berkaitan dengan dalil-dalil normatif 
tentang Fikih al-Agalliyat. 


Nampaknya pangsa pasar buku ini adalah menengah 
ke bawah dengan pembahasan yang tidak mendalam 
tentang Figh al-Agaliyat dengan harapan mudah dipahami 
oleh masyarakat. 


“Lihat, Ahmad Azaim Ibrahimy, Figh al-Agalliyat: Eksistensi 
Kewarganegaraan Muslim Minoritas di Negara Non-Muslim, (Malang: 
Penerbit Genius Media, 2015), 13. 
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Sebagaimana saya sebut dalam bab sebelumnya 
tentang definisi Figh al-Agalliyat, kita dapat mengetahui 
bahwa model fighnya merupakan model fikih pada 
umumnya, hanya saja memiliki kekhususan yaitu 


minoritas muslim di dunia Barat atau “yang sejenis Barat”. 
49 


Bahwa dalam hal rujukan Fikih Minoritas adalah al- 
Our'an, al-Hadits dan Ijma' sebagai dalil yang disepakati. 
Sebut ini sebagai dalil bayani yang mendasarkan pada teks- 
teks. Demikian juga dalil giyasi yang menjadikan giyas 
sebagai acuan utama. 

Figh al-Agaliyat oleh karena itu sama dengan kajian 
figh yang lain, yang membedakan adalah kekhususan 
tempat minoritasnya dan lemahnya terhadap keadaan di 
negara yang mayoritas muslim. 


Jika Figh Nusantara adalah kajian figh berkaitan 
dengan tempat di Nusantara dengan mempertimbangkan 
kearifan local, adat dan tradisi, maka Figh al-Agalliyat 
adalah bentuk figh yang memmilih locus negara-negara 
non-muslim. 


Karena itu, penekanan pada metode magashidi yang 
menekankan pada magasidus syari'ah dengan penekanan 
“teori hajat dan dlarurat”. Hanya saja, perlu diberi dlawabit 
al-hajat wa ad-dlarurah sehingga tidak semua orang akan 


3 Saya menyebut yang sejenis Barat untuk memasukkan negara non- 
Islam atau muslim menjadi minoritas di tempat itu. Misalnya India, 
Rusia, Australia dan sebagainya. Dengan demikian, Figh al-Agalliyat 
bukan hanya di Barat, namun juga berbagai negara dunia yang 
minoritas rakyatnya beragama Islam. 
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mengatakan itu hajat atau itu dlarurah tanpa memasukkan 
beberapa syaratnya. 


Penekanan lain yang digunakan dalam Figh al- 
Agaliyat adalah metode fathu dazriah. Jalan menuju 
kebaikan harus dibuka selebar-lebarnya agar banyak orang 
yang tertarik dengan Islam yang damai, ramah dan santun. 
Bukan Islam yang penuh amarah, dan apalagi yang 
mengundang kebencian. 


Wallahu'alam. “ 
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5 tatus negara dan kewarganegaraan menjadi penting 
dalam kaitan dengan Figh Minoritas. 


Dalam kaitan ini, setidaknya ada tiga istilah yang 
digunakan, yaitu: Darul Islam, Darul Ahdi, dan Darul 
Harbi. 

Itali) Lela Yinelal AS li wadlaYI 2,bll ol 
SIN pebl 29 Ua AA Jaa Ba Ka ogkai Slo 
Alih SARA play Aa Age ISS ya Abad sa 


“Pemikiran Islam klasik (misalnya Syafii) membagi 
alam menjadi dua: Negara Islam dan Negara bukan 
Islam. Adapun masa damai disebut dengan darul 
Ahdi atau Dar as-Shalah)”. 


Secara detail, pengertian Darul Islam adalah 
sebagaimana penjelasan berikut: 


JS tu As, ag AYI akal Gi Al 14 LAI SE 
Gaal #SYI lo Le Tab Ja all dara ga Lal .e3YI 
Tab OP seluk Ali ane gih Leleial Ou BI Vla 
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MOLYI OI yg damlpig ayalgi Glory POLXYY Alai yag 
LSN 43 Ogakudi Jeta Of y0 Kolual ae WI bah 
SI Ogat oU Ol ga Bakal OK ya Hen 
lesewa SI Ugal RL Ogatons orak pP Lal RSI 
Hn OS Ol ASN dl Ong On sleis ling. Kal) 
IBL 2ADLAYI ola BI Rata Aga lorly ALI orak 
OST Diana ata BA Arab 22 ALI ja Ogakki KA 

SAI Ja Ie AYI IS al 

Abdul @adir Audah mengatakan : 

SA bas ENI SNI ASLI Ola Jas :6UYI Jla 
AS La Teralis Ol Ogakaaki USS Gedatan gl ca! 
SIA gi ee diler Aka JS AYI Jo 3 Jend cNAAYI 
SIS gp diy Ay Ogalukl eks dala Ab JS (Ogakima 
Abg IS NYI 3 3 Jang cewek HP ja OKU AE 
Ogalama Ou. dad po La palu! p& dele Jelang tAKL 
MEI ya RAL La aa Aga Ya ANA SA Lgi 

—— JB OI Yi 
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2 pPaana 09 daa bu AMI 3 OSug 
Hintadi Im OS Anal 3 (yaaah 03 JW 
OLYI9 cOLYL 


Ibnu Taimiyah dengan detail menjelaskan bahwa 
Negara Islam itu ada 2 macam dalam konteks lagit (anak 
temuan) yaitu Negara yang dirancang / telah dibuat garis 
oleh orang-orang muslim sehingga bayi-yang ditemukan 
dinegara ini dihukumi dengan keislmannya. Yang kedua 
adalah negeri yang dibuka oleh orang Islam, maka jika di 
dalamnya ada satu saja penduduk Islam lalu ditemukan 
seorang anak maka anak itu juga dihukumi sebagai orang 
islam. "0 


Ob .x2d AIM la Lala 

kalah PSS Odia Jesils Ugalua! Uglarel js : Uus 
ANU Talas — Ogalalaa jl 243 Jal mane Las OS Ol, - 
ME Ga ale de Ys aku AYI ON « JI AW, 


50 Ali Bin Nayyif Al-Syuhud, Ahkamul Murtad Inda Syaikhil Islam Ibnu 
Taymiyah,Juz. 1 hal 131 


(A31 PL) LS ILY ab aer MI Si 
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ALAYU Tanba pebkl SUN OS OT Jatk SY « Lelasid . Ola 
AI Kaji Sm 255 Jah belah JS Je 4 pama led SA 
lam late! Yg 4 IlaYI aa OA LI ILY S5 las 


Sementara, Darul Harbi adalah sebagaimana 
keterangan berikut ini: 


39 pake Uraduwall Oak Y El II Lag MOH J3 
S3 Dn DA ls Ol lela Hb J5 Nila 
BeLeRAN yang Aing Legale naa! yatkadily AI Ja 
lee ya ya Yg AYI AA Uas CA II Ja 
Sydi Yg Lado Olla Y SINI ga gi “emak! Olah 
sa AN Ja al yatasng AYI Bj led ASI 
SAY Rnb Jl 3 Yg tni GA Karo0 Y GE9 Lgm 
Amb 03 KANAYI RnpAll 3 Rawan OY LAYI Jl 

Maia Aly Ipul al #OLAYI gl OLYI Sapa! 
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Abdul Oadir Audah mengatakan: 


YR IS SAE Os Jasisy MA j3 
Ya La ea? Yg enabudl Hala CE Jaw 
Jod MAS AI Bala Had WASE INI oa LIS lg 
daily Hall Lg Crosikl LX. ui OI Ol (Setewg (Godaan 
Ab 2 sr BER C2 La 3 Con 
ADLYI AS 
lg Os Ul ad Tenegi de HA ja Ulang 
Bigekaa 
J9 AYY Ona Na OK 3 Os 
dolan piilyaly HAGLAN Lega BRA pb Uggpely IP dai 
G Ramai OY Sialan gl Age POLAYI OI Org eta SU La 
OLI gT OLYL tone mb VI WS LS 03 Y du, 
Ol — AS SIAYI Ol ng pet SA II — oma ada 
CJWg AI elsa pd made Lelo IS CADLAYI lb Ialah 
K8 gay opsi jp LAS alla Bolaang Al jt 
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Dari keterangan di atas, bahwa dalam Darul Harbi 
tidak ada dua hal, yaitu “iman dan aman”. Kedua 
prasyarat ini menjadikan negara disebut sebagai Darul 
Harbi. 


Dalam konteks Darul Harbi, maka umat Islam yang 
hijrah ke sana dipastikan ada masalah dengan “iman dan 
aman” atau salah satunya. 


Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan terma Baladul 
Kuffar sebagaimanaberikut: 


ass JUS las opalemad Tab OS Ob 1 JSI Ab Ui, 
L Ola 4 Alan Ala aeluna Ah OS Ol JINS seh 
Ob SL onakeme SEA 3G Aang Ula BS sed ad 

OPS 05ytad eka Las3 SG | 


Sementara, ulama berbeda pendapat tentang 
pembagian yang ketika selain Darul Islam dan Darul 
Harbi. Abdul Oadir Audah dalam al-Tasyri al-Jinai dil 
Islam mengatakan: »! 


51 Abdul Oodir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'iy Fi Al-Islam, Juz. 1 hal. 
304 dalam maktabah syamilah 
304 2/17) - 3 JH udi 
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Ipad CP SNI Ika JP sad 3 A89 HAL eni 
SAI! JS Jasa Ja lah SE Y onaad Jl AS ALI 
DI IS Jeda GUSI cANLAYI Jo Keong ANN 
db Ad AJA pad! OI KAI Jo Gang ASI 
Can Ueiales ad CL IS BII rail Let Cara Rao, 

(dab! Nia OI 


Sementara itu, ulama yang lain membaginya dengan 
pembagian yang ketiga yang disebut dengan Darul Ahdi 
(Negara perjanjian) atau Darul Shulh (Negara perdamaian). 
Negara ini bukan muslim (agama tertentu), namun umat 
Islam dapat menjalankan agamanya dengan baik. 


Terma Darul Ahdi atau Darus Shuluh lebih dekat 
dengan Indonesia. Tidak heran jika KH. Ma'ruf Amin 
(Wakil Presiden RI sekarang) jauh sebelumnya telah 
menyebut dengan istilah Darul Mitsag, sementara 
Muhammadiyah mengartikan dengan Darul Ahdi was 
Sayahadah. 


Negara-negara liberal, saya kira, lebih tepat dengan 
sebutan Darul Ahdi mengingat bahwa umat Islam masih 
memiliki iman dan berada dalam perlindungan 
menjalankan agama Islam. 


Hanya saja, Darul Ahdi didasarkan pada konsesus, 
baik umat Islam mayoritas ataupun minoritas. Artinya baik 
Islam mayoritas dan minoritas, jika didasarkan pada 
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konsesus bersama, maka demikian kita sebut Darul Ahdi. 
Inilah yang kita gunakan dalam melihat Islam di negara 
Barat. 


Meskipun di negara Darul Ahdi, umat Islam - 
terutama di Barat—sulit menerapkan fikih klasik dalam 
kehidupan mereka. Dalam kondisi ini, maka pilihan 
seorang muslim dua: Pertama, keluar dari negara Barat dan 
kembali pada negara asal. Kedua, tetap berada di negara 
tersebut, hanya saja harus melakukan reinterpretasi hukum 
Islam agar compitable dengan keadaan umat Islam di Barat. 


Permasalahan yang muncul kemudian adalah ketika 
hukum Islam yang mereka pahami tidak lagi bersifat 
adaptabel dam memudahkan sebagai pegangan hidup di 
negara Barat, tempat di mana mereka hidup dan mencari 
penghidupan. Sulitnya penerapan figih klasik dalam 
konteks ini melahirkan dua opsi ketika mereka harus tetap 
bertahan sebagai muslim yang baik: pertama adalah keluar 
dari negara Barat dan kembali ke negara Islam dimana 
hukum Islam yang mereka pahami bisa dijalankan dengan 
mudah. Kedua adalah melakukan reinterprestasi hukum 
Islam itu sendiri atas dasar keberanian dan semangat 
bahwa Islam itu memang sesuai dengan semua tempat dan 
waktu serta legal maxim (kaidah hukum) bahwa hukum 
Islam itu bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan 
tempat dan bahwa eksistensi hukum itu tergantung “illat- 
nya. 

Pilihan pertama rata-rata dianut oleh ulama yang 
secara ketat melakukan dikotomisasi antara dar al-Islam 
(negara Islam) dan dar al-harb (negara perang) dan 
menanggapnya bukan hanya sebagian teori sejarah masa 
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lalu, melainkan sebagai kenyataan menyejarah yang 
berlangsung sampai saat ini. Dalam kaitanya dengan hal 
ini, Kathyrn Miller memberikan contoh dan analisis 
terhadap fatwa fugaha abad ke-15 di Granada yang 
mengharuskan minoritas muslim berimigrasi ke teritorial 
muslim. 


Selanjutnya, Miller mengatakan bahwa para fugaha 
dari madzhab Maliki pada abad itu cenderung mengambil 
pendapat yang keras bahwa tinggal di wilayah dar al-Islam 
adalah sebuah keharusan dalam upaya menggapai 
keselamatan dunia dan akhirat dengan pertimbangan 
bahwa tinggal di wilayah dar al-harb berarti. tunduk pada 
pemerintahan yang tidak Islami dan akan menyulitkan 
umat Islam itu sendiri dalam melaksanakan syari atnya. 
Pendapat inilah yang dipakai oleh al-Haffar (w. 811/1408), 
seorang mufti di Granada pada abad ke-15 ketika dimintai 
fatwa tentang keharusan imigrasi ke dar-al-Islam. 


Pilihan kedua banyak. dianut oleh jumhur ulama dari 
madzab Hanafiyah, Syafi'iyah dan” Hanabilah yang 
memperbolehkan muslim bertempat tinggal di negara non- 
muslim sepanjang dapat menjalankan kewajiban 
agamanya. Pendapat ini juga di elaborasikan lebih lanjut 
oleh ulama yang mengangap bahwa dikotomi dar al-Islam 
dan dar al-harb hanya pada tataran teoritis di masa silam. 


Dalam pandangan saya, migrasi ke negara Darul Islam 
atau Darul Ahdi sangat dimungkinkan bagi seorang 
muslim. Artinya mereka dijamin masih aman dengan 
membawa imannya. Sekali lagi, yang dilihat adalah 
konstitusi dan komitmen pemerintah untuk penegakan 
konstitusi tersebut. 
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Sementara, migrasi ke negara Darul Harbi sangat tidak 
aman dan dimungkinkan membahayakan keimanan 
seorang muslim. Dalam konteks inilah, maka migrasi ke 
negara yang diduga kuat seorang muslim tidak dapat 
menjalankan agamanya dengan baik, maka yang demikian 
itu dilarang dalam Islam. Misalnya ia tidak boleh sholat 
Jum'at, tidak boleh menjalankan sholat lima waktu, tidak 
bisa menjalankan ibadah yang lain, dan sebagainya. 


Artinya pelarangan migrasi bukan karena migrasinya, 
namun melihat keadaan dan tempat migrasi yang diduga 
kuat menghalangi muslim menjalankan agamanya. Karena 
pelarangan muslim untuk migrasi di masa sekarang tidak 
mungkin dilakukan karena sudah menjadi sunnatullah 
(hukum alam) selain juga malah justru membatasi jalan 
dakwah Islamiyah. 


Atau juga, seperti yang telah. saya sebutkan 
sebelumnya, bahwa niat hendak meninggalkan syariat 
Islam —misalnya sholat. Jum'at—juga menjadikan hukum 
migrasi keluar negeri hukumnya haram. 


Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut di atas, 
minoritas muslim yang tinggal di negara Barat adalah 
kenyataan yang semakin lama semakin berkembang. 
Mereka telah hidup bertahun-tahun dari satu generasi ke 
generasi yang lain. Problematika hukum Islam yang 
mereka menjadi unik bukan hanya karena perbedaan 
wilayah dengan mayoritas dar al-Islam yang meniscayakan 
perbedaan waktu, cuaca, dan musim yang bisa jadi 
berimplikasi pada kesulitan pengaturan jadwal ibadah, 
melainkan juga karena perbedaan kebijakan hidup 
berbangsa dan bernegara yang mengharuskan adanya 
dialog, proses adaptasi, ataupun asimilasi. 
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STATUS MUSLIM DAN NON MUSLIM 


Pertanyaan lalu: apakah masih relevan kita di masa 
sekarang tetap saja membagi umat Islam dalam muslim 
dan kafir sebagaimana pemikiran ulama klasik yang dulu ? 
Lalu, bagaimana hubungan mu amalah dengan mereka ? 


Dalam konteks ini, ada empat istilah yang digunakan 
para fugaha untuk menyebut orang kafir, sebagaimana 
keterangan berikut: 


Pertama, Kafir Dzimmi. Kafir dzimmi adalah kafir 
yang memiliki perjanjian dengan umat Islam.” Mereka 
sering juga disebut Ahlud Dzimmah dan juga sering 
disebut dzimmi saja. 


Asal katanya Dzimmi adalah adz-dzimmah, yang 
berarti al- “ahd, bermakna perjanjian. Oleh karena itu, Ahl 
adz-Dzimmah adalah setiap orang yang beragama bukan 
Islam dan menjadi rakyat negara Khilafah (Daulah 
Islamiyah). Islam telah menjelaskan banyak hukum tentang 
ahl adz-dzimmah ini. Bahkan di antara ulama ada yang 
menulis kitab khusus mengenai hukum-hukum Islam yang 
berkaitan dengan ahl adz-dzimmah. 


Ae Aa SIA an MAA JAN Ie IS JB 3 


UE nail Spa C4 
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Barangsiapa membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia tidak 
akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu 
tercium” dari perjalanan empat puluh tahun.” 8 


Ibn Oayyim al-Jawziyah, dalam kitab “Ahkam Ahl adz 
Dzimmah”4# mengatakan tentang hukum-hukum kafir 
dzimmi sebagaimana berikut: 


Pertama, Ahl adz-dzimmah tidak boleh dipaksa 
meninggalkan agama mereka. guna masuk Islam. 
Rasulullah saw. telah menulis surat untuk penduduk 
Yaman (yang artinya), “Siapa saja yang beragama Yahudi 
atau Nashara, dia tidak boleh dipaksa meninggalkannya, 
dan wajib atasnya jizyah. (HR. Abu Ubaid). Dengan 
demikian, ahladz-dzimmah dibebaskan menganut akidah 
mereka dan menjalankan ibadah menurut keyakinan 
mereka. 


Kedua, Ahlu adz-dzimmah wajib membayar jizyah 
kepada negara. Jizyah dipungut dan ahl dzimmah yang 
laki-laki, balig, dan mampu, tidak diambil dari anak-anak, 
perempuan, dan yang .tidak mampu. Abu Ubaid 
meriwayatkan bahwa Umar r.a. pernah mengirim surat 
kepada para amir al-Ajnad bahwa jizyah tidak diwajibkan 
atas perempuan, anak-anak, dan orang yang belum baligh. 
Syarat kemampuan diambil dari firman Allah Swt. dalam 
surat at-Taubah ayat 29 yang berbunyi 'an yadin yang 
berarti 'an  gudratin. Maksudnya, jizyah diambil 
berdasarkan kemampuan. Bahkan, bagi yang tidak 
mampu, misalnya karena sudah tua atau cacat, bukan saja 
tidak wajib jizyah, tetapi ada kewajiban negara (Baitul Mal) 


58 HR. An Nasa'i. 
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untuk membantu mereka. Tata cara saat pengambilan 
jizyah, negara wajib melakukannya secara baik, tidak boleh 
disertai kekerasan atau penyiksaan. Jizyah tidak boleh 
diambil dengan cara menjual alat-alat atau sarana 
penghidupan ahl dzimmah, misalnya alat-alat pertanian 
atau binatang ternak mereka. 


Ketiga, orang Islam dibolehkan memakan sembelihan 
dan menikahi perempuan ahl adz-dzimmah jika mereka 
adalah orang-orang Ahlul Kitab, yaitu orang Nashara atau 
Yahudi. Allah Swt. berfirman: 


ta) Ha CI Ta at Ae SI S3 dai 3 
SEN MAY ga Heal oh Yon Aa, 


Ginsbl GAYA 16) AKU Oa MSI II Gaal ga 
SG Ih sUAEN GAS Vg Sodik IP Irnat 


yee ga BANI GO jAp Ae ba AS GNU 


“Makanan(sembelihan) orang-orang yang diberi al- 
Kitab halal bagimu dan makanan (sembelihanmu) 
kamu halal bagi mereka. Demikian pula perempuan- 
perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan 
yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang 
diberi Al-Kitab sebelum kamu”. (OS Al-Maidah:5) 


Akan tetapi, jika ahl adz-dzimmah bukan Ahlul Kitab, 
seperti orang Majusi, maka sembelihan mereka haram bagi 
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umat Islam. Perempuan mereka tidak boleh dinikahi oleh 
lelaki Muslim.8 Dalam surat RasuL saw. yang ditujukan 
kepada kaum Majusi di Hajar, beliau mengatakan, “Hanya 
saja sembelihan mereka tidak boleh dimakan, perempuan 
mereka juga tidak boleh dinikahi” 


Kedua, Kafir Mu'ahad. Kafir mu'ahad (orang-orang 
kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan 
kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu 
yang telah disepakati). 

Imam Bukhari membawakan hadits dalam Bab “Dosa 
orang yang membunuh kafir mu'ahad tanpa-melalui jalan yang 
benar”. 


Dari Abdullah bin "Amr, Rasulullah bersabda: 


Bini Oya Mey 4, OlG c ASI AS 3 MMAA J3 Ga 


UE Snail 


“Siapa yang membunuh kafir mu'ahad ia tidak akan 
mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu 
tercium dari perjalanan empat puluh tahun.” (HR. Bukhari 
no. 3166) 


Ketiga, Kafir Musta'man. Mereka adalah utusan orang 
kafir ke negara Islam dan meminta perlindungan negara 
Islam. Dengan kata lain, musta'man adalah orang yang 


55 Ali As-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam, ... 
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masuk ke negara lain dengan izin masuk (al-aman), baik 
Muslim atau kafir harbi. Jika seorang Muslim masuk ke 
Darul Harb, dia tidak boleh mengambil harta kaum kafir 
dalam Darul Harb tersebut, misalnya dengan mencuri (as- 
sarigah) atau merampas (al-ghashab). Sebab, seorang Muslim 
terikat dengan perjanjian yang ia lakukan (al Muslim 'inda 
syurutihim).. 


Keempat, Kafir Harbi. Kafir harbi adalah kafir yang 
memerangi umat Islam dan membuat orang muslim tidak 
dapat melakukan kewajiban beragama Islam. Dengan 
demikian, kafir harbi merupakan orang.kafir yang tidak 
masuk dalam perjanjian (dzimmah) dengan kaum Muslim, 
baik muahad, dzimmi atau musta'man. 


Sekali lagi, apakah terma-terma ini masih relevan ? Ya. 
Terma ini masih relevan, hanya beberapa hal yang perlu 
ditinjau ulang. Misalnya dewasa ini, dalam konteks 
hubungan yang lebih setara, orang muslim dan kafir 
adalah sama hak dan juga kewajibannya. Sementara, 
pembagian kafir dzimmi, muahad, musta'man dan harbi, 
kesemuanya meniscayakan ketidaksetaraan antara muslim 
dengan non-muslim. 


Wallahu'alam. 
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S etidaknya Figh al-Agaliyat juga menggunakan dalil al- 


Our'an dan al-Hadits yang menjadi rujukan utama. Ketika 
berkaitan dengan waris, maka ayat yang digunakan adalah 
ayat-ayat waris. Demikian juga, hadits yang digunakan 
adalah hadits tentang waris. 

Metode yang lain adalah kemaslahatan. Artinya teori 
aplikatif maslahah. menjadi acuan dalam..hal-hal yang 
berkaitan dengan fatwa . dalam Figh al-Agalliyat 
sebagaimana penjelasan berikut: 


Metode yang pertama dalam Figh al-Agalliyat adalah 
maslahah. Acuan maslahah tetap menjadi utama dan 
pertama ketika menentukan hukum-hukum dalam fikih 
Nusantara. Meski. ada yang langsung maupun tidak 
langsung, penulis menjumpai maslahah adalah acuan kala 
membangun diktum-diktum fighnya. Tentang maslahah 
ini, Ibnu al-Oayyim al-Jauziyah?s mengatakan: 


Gb Ela 3 SE IE Leela 3 Lala dual! Ol 
JS AS ge Rang Le Jas ng jalal 3 GAN 
9 daa ye cma Ill J3. UeS Ionlasn 
ye 3 bakmi! Jl akal ey Lana Jl Ray ye 


56 Ibnu al-Oayyim, Ylam al-Muwaggiin an Rabb al-Alamin, Vol. I 
(Beirut: Darul Jil, 1973), 333. 
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do 


“Sesungguhnya syari'at itu bangunan dan fondasinya 
didasarkan pada kebijaksanaan (hikmah) dan 
kemaslahatan para hambanya di dunia dan akhirat. 
Syariat secara keseluruhannya adalah keadilan, 
rahmat, kebijaksanaan dan kemaslahatan. Maka dari 
itu, segala perkara yang mengabaikan keadilan demi 
tirani, kasih sayang pada sebaliknya, kemaslahatan 
pada kemafsadatan, kebijaksanaan pada kesia-siaan, 
maka itu bukan syari'at, meskipun semua itu 
dimasukkan ke dalamnya melalui interpretasi”. 


Dengan detailnya, Al-Ghazali” menyebut maslahah 
dengan : 
Bia do gl Andi Calon 0S PN 3 le oe3 Aneka 
Anolia 2521 Ado 3 Andal Cal OB SUS ai ad 3 
oa rd dynaia 4 pdl! dynaia As SS Imlalh 
9 ebi 9 eta 9 013 ale LIL OL yag Kn GIA 
57 Abu Zahra, Ushul Figh, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabiyah, 1994), 442- 


445. 
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Ranadl JP VI ob YAA Uyandt La S3 la 3 meki 
9 Bhknka 9 JP! ob Koga, Lo JS 9 Analog 
Abalpa Uya 


“Maslahah, pada asalnya, adalah ungkapan tentang 
penarikan manfaat atau menolak madharat. Namun, 
yang kami maksud bukanlah hal itu, karena menarik 
manfaat dan menolak madharat adalah tujuan 
makhluk (manusia) dan kelayakan yang dirasainya 
dalam mencapai tujuan. Akan tetapi, yang kita 
maksud dengan maslahah adalah magshud as-syar'i. 
Sementara .tujuan syari dari makhluk adalah 
memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. 
Setiap sesuatu yang mengandung lima hal ini adalah 
maslahah. Sementara, yang tidak mengandung lima 
ini adalah mafsadah dan. menolaknya termasuk 
maslahah”. 


Hanya saja, terma maslahah merupakan tema yang 
'rawan digunakan untuk melegalkan semua praktik 
transaksi atau apapun dimensi maslahah yang terkandung 
dalam sebuah perbuatan. Misalnya Abdul Mogsith Ghazali 
yang condong pada Jaringan Islam Liberal menyembulkan 
kaidah Ushul fikih “jawaz naskh an-nushus al-juz'iyat bi 
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al-maslahat”. Itis possible to abrogate the particular verses 
by mashlahat.38 


Dengan kata lain, terma maslahah sering digunakan 
pihak-pihak tertentu sebagai dalil untuk menetapkan 
hukum tanpa mengindahkan batasan-batasan dan kaidah- 
kaidah yang baku (bi ghairi hududin wala dlawabit) sehingga 
mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam menetapkan 
hukum Islam dan menimbulkan keresahan di masyarakat. 
Saya menyebut contohnya MUI. 


Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia, oleh 
karenanya, memberikan kriteria apa itumaslahah menurut 
Syari ah, sebagaimana ditetapkan MUI sebagai berikut: 


Pertama, Maslahah/kemaslahatan menurut hukum 
Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (mmagashid al- 
syari'ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 
lima kebutuhan primer (al-dlaruriyat “al-khmas), yaitu 
agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. 


Kedua, Maslahat yang dibenarkan oleh syari'at adalah 
maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh 
karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan 
nash. 


Ketiga, Yang berhak menentukan maslahat tidaknya 
sesuatu menurut syara' adalah lembaga yang mempunyai 


58 Abd. Mogsith Ghazali (editor), Ijtihad Islam Liberal: Upaya 
Merumuskan Keberagamaan yang Dinamis, (Jakarta: Jaringan Islam 
Liberal, 2005), 10. Bandingkan M. Noor Harisudin, Fikih Nusantara, 30 
2 Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975, 
490. Lihat M. Noor Harisudin, Fikih Nusantara, 32-33 
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kompetensi di bidang Syari'ah dan dilakukan melalui 
ijtihad jama'i”. 9 


Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang “Kriteria 
Maslahat” ini pada satu sisi tetap memberikan ruang 
terhadap wmaslahah sebagai piranti untuk terus 
menyinambungkan antara produk fikih dengan 
magashidus syari'ah. Karena, produk fikih harus 
mengandung maslahah bagi manusia baik di dunia 
maupun akhirat. Produk fikih yang tak mengandung 
maslahah adalah fikih yang tercerabut-dari asal tujuan 
disyari'atkannya hukum Islam. 


Point kedua fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah 
pembatasan agar maslahat tidak liar dibawa kemana-mana 
oleh siapapun sesuai dengan kepentingannya. Batasan 
“tidak boleh bertentangan dengan syari'at”, menyiratkan 
bahwa Majelis Ulama Indonesia menolak maslahah mulgha 
karena maslahah mulghah dipandang benar-benar vis a vis 
bertentangan dengan Syari'at. Maslahah Mulghah adalah 
kemanfaatan yang diduga manusia, namun bertentangan 
dengan Syari'at. 5! 


Sebaliknya, Majelis Ulama Indonesia menerima 
maslahah mu'tabarah dan maslahah mursalah. Seperti 
dikatakan Wahab Khalaf, maslahah mu'tabarah adalah 
maslahah yang disebut-sebut dalam al-Our'an untuk 
melakukannya. Misalnya ayat ajakan nikah dalam al- 
Our'an adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan 


“0 Lebih lengkapnya, lihat Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor: 
6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat. 
51 M. Noor Harisudin, Fikih Nusantara, 31 
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terang-terang disebutkan nash sehingga tidak menikah 
bertentangan dengan maslahah mu'tabarah. 


Berbeda dengan maslahah mu'tabarah, maslahah 
mursalah yang sering dijadikan dalil ulama Malikiyah 
adalah maslahah (kemanfaatan pada manusia) yang tidak 
diperintahkan ataupun dilarang oleh nash. Dengan 
demikian, maslahah mursalah adalah maslahah yang 
tersirat dalam nash. Maslahah mursalah ini banyak 
digunakan menjadi metode para ulama Nusantara. Hanya 
agar supaya tidak diperselisihkan, maka Wahab Khalaf 
memberikan at least tiga catatan terhadap maslahah 
mursalah, sebagaimana berikut: 


Pertama, maslahah tersebut benar-benar hakiki (nyata) 
dan faktual dalam keseharian umat Islam. Tegasnya, 
maslahah ini benar-benar wujud dalam kehidupan 
masyarakat. Sebaliknya, maslahah yang hanya dugaan 
semata, tidak dapat terlihat wujudnya dalam kehidupan, 
tidak boleh dijadikan landasan. 


Kedua, maslahah yang bersifat umum (maslahah 
'ammah), tidak bersifat personal atau individual. Maslahah 
ini yang merasakan adalah orang banyak, bukan hanya 
segelintir orang. Kalau maslahah hanya berlaku pada 
segelintir manusia, maka itu maslahah mursalah tersebut 
tidak dapat digunakan. 


Ketiga, maslahah tidak boleh bertentangan dengan 
nash al-Our'an dan al-Hadits. Demikian juga tidak boleh 
bertentangan dengan ijma'. Point ini menjadi penting 
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karena jika maslahah bertentangan dengan nash, maka bisa 
dipastikan bertentangan dengan syari'at. ? 


Metode yang kedua adalah metode perubahan hukum 
berdasarkan perubahan waktu, tempat dan situasi. Sebuah 
kaidah figh mengatakan: 


JGN 9 ASI Ana VI ak ASI 3 


“Perubahan hukum “bergantung pada perubahan 
zaman, tempat dan keadaan”. 88 


EN 3 HA LUSA 


“Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan dan 
perbedaan fatwa sesuai perubahan kondisi,situasi, 
motivasi dan tujuan”. 8 


Selain itu, hukum juga berubah seiring perubahan 


2 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Figh, 86-87. 

583 Zakaria al-Anshari, Ghayat al Wushul Syarh Lubb al Ushul, (Al 
Hidayah: Surabaya, tt),...Bandingkan dengan Ibnu al-Oayim, A'lam 
al-Muwagi'in, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), juz III, hal 3. Lihat juga, As- 
Syaukani, Irsyad al-Fukhul, (Beirut: Dar al-Malayin, 1945), 223. 

&t Ibnu al-Oayim al Jauziyah, A'lam al-Muwagiin, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1955), juz III, hal 3. As- Syaukani, Irsyadul Fuhul, (Beirut: Darul 
Malayin, 1945), hal 223. 
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maslahah. Sebagaimana disebut dalam Majalah Islami': 


& Go3p2 M3! Ol 9 Ank pk sisi ASI ol 
Amlal jLzsl 


“Sesungguhnya hukum itu berubah-ubah seiring 
dengan berubahnya maslahah. Sesungguhnya ijtihad 
itu bersifat dlaruri dilihat dari aspek maslahah”. 


Selanjutnya, maslahah itu secara de facto juga berubah 
seiring perubahan zaman, tempat dan orang. Oleh karena 
itu, Mahmud Syaltut menguatkan: 


ag sea Yg AAN 9 Ain YI gek A3 Imo Hall 


“ Maslahah itu berubah-ubah seiring perubahan 
zaman, tempat dan orang. Oleh karena itu, maka 
diperlukan adanya ijtihad”. 


55 Majallah Majma' al-Figh al-Islamy, (Mandlumah al-Mu'tamar al- 
Islamy: Jeddah), Juz V, 372. Bandingkan MN. Harisudin, Kiai Nyentrik 
Menggugat Feminisme, (Jember: STAIN Press, 2013), 71. 
s6 Mahmud Syaltut, Tafsir al-OGur'an al-Karim, (Kairo: Dar as-Surug: 
1979), 546. 
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Kembali pada teori perubahan sosial, setidaknya 
terdapat dua teori yang digunakan sebagai perspektif 
dalam hukum Islam. Yang pertama adalah teori keabadian 
(normativitas). Maksudnya, hukum Islam tetap abadi, 
konstan serta tidak berubah dari zaman sebagaimana 
diturunkannya hukum tersebut. Selamanya, hukum Islam 
semacam ini tidak akan berubah.” Pandangan ini 
didukung oleh, misalnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 
yang kini sudah dibubarkan di Indonesia. 


Yang kedua, teori adaptabilitas (perubahan). Hal ini 
bermakna bahwa hukum Islam bisa disesuaikan dengan 
perubahan sosial dan membutuhkan berbagai ijtihid baru 
yang sesuai dengan realitas sosial serta dapat merespons 
perubahan sosial. Perlu diketahui di sini bahwa yang 
dimaksud dengan ndaptabilitas bisa mengacu pada dua 
frame, yaitu “kemungkinan perluasan hukum yang sudah 
ada” dan “keterbukaan suatu kumpulan hukum bagi 


: Beberapa pakar seperti Bergtrasser, Hurgronje, dan Schacht 
menyatakan bahwa imunitas hukum Islam bertitik tolak dari tiga hal 
pokok. Pertama, sifat Islam yang mutlak dan transenden (berasal dari 
Tuhan) telah menutup kemungkinan perubahan terhadap konsep 
dan institusinya. Kedua, dilihat dari sejarah pembentukannya hukum 
Islam terpisah dari institusi sosial dan hukum yang ada (negara dan 
pengadilan). Ketiga, disebabkan oleh gagalnya syari ah menciptakan 
sebuah metodologi yang memadai bagi perubahan hukum, maka 
imunitas hukumlah yang akhirnya muncul. Lihat, Jamal Abdul Aziz, 
Dilema Hukum Islam Antara Kemutlakan Dan Kenisbian, Jurnal 
Hermenteia, Vol-4-No-1-2005, UIN Sunan Kalijaga 
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perubahan .5$ 


Dari kedua teori di atas, teori adaptabilitas dipandang 
lebih kuat secara dalil atau argumentasi. Sementara itu 
teori keabadian hukum memiliki kelemahan dalam banyak 
sisi. Hal ini karena bagaimanapun juga, ruang dan waktu 
mempunyai andil besar dalam proses inferensi hukum 
(istinbat al-hukm) bagi para mujtahid. Yusuf al-Gardlawi 
dalam kitabnya yang berjudul al-Fatawa al-Shadzdzah 
mengkategorikan hukum yang tidak melihat aspek waktu, 
tempat serta kondisi sebagai hukum yang shadz (lawan 
hukum yang kuat/sahih). 


Sebagaimana jamak diketahui, bahwa ajaran Islam ada 
yang statis (tsawabit) dan yang dinamis (mutaghayirat). Pada 
yang statis (tsawabit), figih Nusantara tentunya tidak bisa 
diotak-atik dan “dipertanyakan karena sudah taken for 
granted. Misalnya tentang sholat lima waktu, haji, cara 
berzakat, dan sebagainya yang masuk pada wilayah 
ta'bbudi. Dalam sebuah.kaidah.. fikih ibadah dikatakan: 
Allahu la yu'badu illa bima syuria (Allah Swt. Tidak boleh 
disembah kecuali dengan cara yang disyariatkannya). 


Sementara, pada ruang yang dinamis (mutaghayirat), 
fikih Nusantara dapat dilabuhkan. Mutaghayirat inilah 
yang juga disebut dengan ma'gul al-ma'na (bisa diterima 
akal). Ada potensi perubahan yang terjadi karena lokalitas 
inilah yang berkaitan dengan mutaghayirat tersebut. 


8 Muhammad Khalid Masud, Filsafat Hukum Islam: Studi tentang 
Hidup dan Pemikiran Abu Ishag Al-Systibi, terj. Ahsin Muhammad, cet. 
1 (Bandung: Pustaka, 1996), 1-2, S.E. Rayner, The Theory of Contracts in 
Islamic Laws: A Comparative Analysis with Particular Reference to the 
Modern Legislation in Kuwait, Bahrain, and the United Arab Emirates 
(London/Dordrecht/Boston: Graham and Trotman, 1991), 43-44. 
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Misalnya tentang praktek jual beli, adat istiadat, 
perkawinan, dan sebagainya. 


Dengan kata lain, perubahan lokalitas ini masuk 
dalam “urf”. Dengan lokalitas yang ada di Indonesia, Figih 
Nusantara dapat berbeda dengan fikih di tempat lain 
karena pertimbangan 'urf yang ada di sini. Ini yang juga 
disebut oleh Hasbi as-Shidigi, sebagai penggagas awal 
Islam Nusantara, sebagai inspirasi untuk memunculkan 
fikih Indonesia. Tentu, yang dimaksud 'urf disini adalah 
'“urf yang shahih, bukan “urf tidak fasid. Dengan demikian, 
tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam, dapat 
dijadikan sebagai pegangan yang dilakukan dalam 
kehidupan sehari-hari muslim. 
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Skema 


Hukum yang Konstan (Thawabit) dan Hukum Yang 
Berubah (Mutaghayirat) 


Wilayah Tidak 
Ada Perubahan 


Hukum 
(Teori 
Ta'abbudi & 
Teori Gath'1) 


Lebih dari itu, keputusan perubahan fatwa sesuai 
dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan adalah 
relevan dengan perubahan itu sendiri. Realitas yang 
bergerak dan terus berubah menjadi alasan sosiologis, 
mengapa terjadi perubahan hukum itu sendiri. Karena itu, 
terutama dalam hal “urf, makanan, pakaian dan yang 
sejenis, ada perubahan-perubahan yang terjadi di setiap 
zaman. Di sinilah, maka perubahan hukum terjadi sesuai 
dengan perubahan tersebut.” 


8 Lihat, M. Noor Harisudin, Rekonstruksi Fikih dalam Merespon 
Perubahan Sosial, Jurnal as-Syir'ah UIN Sunan Kalijaga, Vol. 50 No. 1 
Juni 2016. 
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Skema Perubahan dalam Figh Nusantara 


Diktum 
Hukum 
/fatwa 


“Illat Hukum 


Fakta-fakta 


Perubahan hukum yang terjadi karena waktu, tempat 
atau keadaan karena ada tidaknya maslahah. Atau yang 
dulu dianggap maslahah bisa jadi tidak maslahah di masa 
sekarang. Sebaliknya, yang sekarang dianggap maslahah 
belum tentu maslahah di masa yang lalu. Dunia terus 
bergerak dan berubah. Disinilah, gaul rajih dimasa dulu 
bisa menjadi jadi gaul marjuh di masa sekarang karena 
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demi pertimbangan maslahah. Demikian halnya, gaul 
marjuh dimasa dulu bisa jadi rajih di masa sekarang karena 
pertimbangan kemaslahatan tersebut. 


Namun, seperti skema di atas, perubahan hukum 
bergerak berdasarkan fakta-fakta yang ada selanjutnya 
dijadikan konsep. Pada tahap selanjutnya, melalui 
penelitian mendalam akan diperoleh “illat atau tidak untuk 
dijadikan landasan dalam berfatwa atau menetapkan 
diktum-diktum hukum Islam. Dalam konteks inilah, maka 
hukum Islam di Indonesia “atau fikih Nusantara itu 
berpijak. 

Metode Ketiga yang digunakan dalam Figh al- 
Agalliyyat adalah 'urf. “Urf adalah tradisi yang berlaku di 
sebuah daerah. Dalam hukum Islam, yang diperhitungkan 
bukan semua 'urf, tapi hanya 'urf yang baik saja yang 
digunakan dalam fatwa-fatwa hukum Islam. 

Para ulama Nusantara mempertimbangkan kearifan 
lokal atau 'urf di tempatnya masing-masing. Tentang 
betapa pentingnya 'urf ini, sudah penulis sampaikan di 
muka bahwa tradisi atau 'urf shahih menjadi pilar dalam 
fikih Nusantara. Apresiasi terhadap 'urf shahih telah 
ditunjukkan oleh para ulama Nusantara seiring 
penerimaan Islam terhadap “urf shahih itu sendiri. 

Secara bahasa, urf berasal dari kata 'arafa ya'rrifu 
'urfan, yang berarti mengetahui. Urf secara bahasa 
disamakan dengan adat. Sementara itu, secara istilah, 'urf 
adalah “Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan 
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secara biasa, baik berupa perkataan maupun perbuatan”.” 
Sementara itu, Wahbah Zuhaili! menyebut: 


es PAS Jab JS ya dale lala 9 pil ooluel La ya 
Yg AnUI ABG Y pl ana de MINI Idlai Sad jl 


dogd NS onS jalu 


“Sesuatu yang dibiasakan manusia dan dijalaninya 
dari tiap perbuatan yang telah populer diantara 
mereka atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah 
arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya 
memungkinkan makna ketika didengarkan." 


Ahmad Fahmi Abu Sunah? menyebut urf sebagai: 


PAI anak 3 Iginl Solesiontale Gpadil 3 jitu La ya 
Job Lawu 


“Sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang 
rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya”. 


7 M. Noor Harisudin, “Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Figh) 
Nusantara, Jurnal al-Fikr Volume 20 
No. 1 Tahun 2016, 67-68. 
7! Wahbah az-Zuhali, Ushul fikih al-Islami, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, 
tt), 828. 
72 Ahmad Fahmi Abu Sunah, al-Urf wa al-Adat fi Ra'yil al-Fugaha, 
(Mesir: Maktabah al-Azhar, 1947 M), 8. 
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Sementara itu, menurut Ratno Lukito, “adat yang 
sinonim dengan 'urf memiliki sejarah semantik yang 
menarik. Secara literal, adat adalah kebiasaan, adat, 
praktek. sementara “urf adalah sesuatu yang diketahui. 'Urf 
juga sering didefinisikan sebagai praktek yang berulang- 
ulang yang diterima oleh seseorang yang memiliki akal 
sehat. Oleh karena itu, dalam arti ini, dalam catatan Ratno 
Lukito, “urf merujuk pada kebiasaan dari sekian banyak 
orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih pada 
kebiasaan sekelompok kecil orang tertentu. '' Meski 
demikian, oleh para fugaha, dua istilah ini digunakan 
dalam pengertian yang sama. 


Selain “dalil hadits'4, setidaknya ada tiga alasan 
penguat yang mendasari 'urf diterapkan sebagai sumber 
hukum Islam sebagaimana berikut: 


Pertama, apa. yang dipraktekkan dimasa Nabi Saw 
dimana haji dan umrah umat Islam tetap melanjutkan apa 
yang dipraktekkan jauh sebelum Islam. Berbagai ritual 
Arab seperti talbiyah, ihram, wuguf dan lain-lain 
diteruskan untuk diterapkan dalam praktek haji umat 
Islam, kendati ritual lain dalam haji seperti harus 
melakukannya dalam keadaan telanjang dihilangkan. 


3 Ratno Lukito, Islamic Law And Adat Encounter: The Experiece of 
Indonesia, (Jakarta: Logos, 2001), 1. Bandingkan dengan, 7? M. Noor 
Harisudin, Fikih Nusantara, 41 

4 Keberadaan 'urf ditopang oleh hadits Nabi berikut ini: 

Lama AI Sic 995 Ur Ugakewal! Ojo 9 Cpuw— dil Aic 995 liwu— Koala oljLo 
Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim an-Nisaburi, Al- 
Mustadrak Ala Shahihain, Dar al-Kutub Ilmiyah, Beirut: Libanon, Juz 
TII, Cet I, 1990, (dalam Maktabah Syamilah). 
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Demikian juga dengan hukum gishah dan diyat dimana 
keduanya merupakan praktek budaya masyarakat pra 
Islam. Kedua budaya ini lalu diafirmasi menjadi bagian 
dari ajaran Islam. 


Abdul Karim menyebut pola rekruitmen adat-istiadat 
atau tradisi masyarakat Arab ke dalam hukum Islam 
mengambil tiga pola. Pertama, shari'ah mengambil 
sebagian tradisi itu dan membuang sebagian yang lain. 
Kedua, Islam mengambil sebagian dan membuang 
sebagian yang lain dengan melakukan penambahan dan 
pengurangan sana-sini. Ketiga, Islam..mengadopsinya 
secara utuh tanpa ada perubahan bentuk dan.identitasnya. 
75 Ketiga pola ini tidak mengganggu pada bentuk, prinsip 
dan isi shari'ah Islam secara umum. 


Kedua, setelah wafatnya Nabi Saw, para sahabat juga 
mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan 'urf 
masyarakat sekitar. Pada masa dimana Islam melakukan 
ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas bahwa Islam 
sangat memperhatikan budaya local masing-masing. 
Khalifah Umar sebagai misal mengadopsi sistem dewan 
dan tradisi masyarakat Persia. Di samping itu juga, Umar 
juga megadopsi sistem pelayanan pos yang juga menjadi 
tradisi sasanid dan Kerajaan Byzantium. ”Ini semua 
mengukuhkan bahwa para sahabat meneruskan langkah 


7 Khalil Abdul Karim, Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan, Terj. 
Kamran As'ad, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 7-8. 

75 Khamil Abd Karim, al-Judhur al-Tarikhiyah li as-Syari'ah al-Islamiyah. 
Terj Kamran Asad, (Yogyakarta: LKIS, 2003), xi-xii. 

7 Ratno Lukito, Islamic Law And Adat Encounter: The Experience of 
Indonesia , 11. 
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Nabi Saw. yang bersikap akomodatif terhadap kearifan 
lokal (local wisdom). 


Ketiga, generasi tabi'in yang hidup setelah sahabat 
juga memasukkan klausul “urf dalam sumber hukum 
Islam. Madzhab Hanafi misalnya membangun fighnya atas 
dasar 'urf. Al-Nu'man ibn Thabit Ibn Zuti yang dikenal 
dengan Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) menggunakan 
tradisi Kufah sebagai dasar penetapan hukumnya yang 
diakomodir dalam konsep istihsan. Bahkan, Abu Hanifah 
menolak giyas demi mengunggulkan 'urf. "8 Al-Syaibani 
(w. 189 M/805 M), seorang pengikut Abu Hanifah, 
menyatakan bahwa aturan interpretasi yang sifatnya 


teoritis dan menunjukkan undang-undang berasal dari 'urf. 
79 


Abu Yusuf (w. 182 H/795 M) mengatakan bahwa adat 
menjadi pertimbangan utama dalam sistem hukum 
madhhab Hanafi. ketika nash yang jelas tidak dapat 
ditemukan. “Masih menurut Abu Yusuf, jika suatu nash 
yang berasal dari adat kebiasaan atau tradisi tertentu dan 
kebiasaan tersebut kemudian mengalami perubahan, maka 
hukum yang ditegaskan oleh nas tersebut menjadi gugur. 
Hal demikian ini, menurut Abu Yusuf, bukan bentuk 
pengabaian nash, melainkan merupakan salah satu cara 
menakwilkannya. 


78 Al-Syarkhasi, Al-Mabsuth, Jlid XII, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 199. 
79 Al-Shaibani, al-Siyar al-Kabir, Jilid I (Kairo: Syirkah Musahamah, 
1953), 194-198 
5 Ibn al-Humam, Syarh Fath al-Gadir, Jilid V (Kairo: Mathba'ah 
Mustafa Ahmad, 1937), 282-283. 
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Imam Malik juga menerima 'urf sebagai sumber 
hukum Islam. Kita bisa melihat beberapa karya Imam 
Malik seperti al-Muwatta', al-Mudawanah, dan Fath al-Ali 
al-Malik mendasarkan hukum-hukumnya pada 
kemaslahatan umum, dimana 'urf Ahli Madinah salah 
satunya. Imam Malik sering menggunakan istilah “praktek 
yang kita setujui” menunjukkan bahwa 'urf Ahli Madinah 
dalam pandangan Imam Malik merupakan salah satu 
sumber hukum yang paling kuat, bahkan lebih kuat 
daripada hadits Ahad. Karena berdasarkan “urf Madinah 
ini, maka Imam Malik membebaskan para wanita ningrat 
dari pelaksanaan aturan Our'an yang memerintahkan para 
ibu untuk menyusui anak-anak mereka, karena adat para 
wanita ningrat di Madinah tidak menyusui anak-anak 
mereka. "1 


Meski nyata-nyata menentang 'urf, Imam Syafi'i 
ditengarai mempertimbangkan 'urf. dalam penetapan 
sebuah hukum. Ini terlihat ketika Imam Syafi'i meralat 
pendapatnya dari gaul gadim (Irak) ke gaul jadid (Mesir). 
Tegasnya Syafi'i meninggalkan pendapat gaul gadim nya 
diganti dengan gaul jadid karena 'urf di Mesir 
menghendaki demikian. 8 Izzudin Abdus Salam (w. 660 
H), seorang pengikut Syafi'i menyatakan bahwa bila suatu 
masyarakat terdapat 'urf yang sama dengan pernyataan 


81 Yasin Duton, Asal Mula Hukum Islam: al-Our'an, Muwattha', dan 
Praktik Madinah, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), 75-106. 
2 Lahmudin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Shafi'1, 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 150. Mun'im A. Sirry, 
Sejarah fikih Islam, Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 
107. Lihat juga, Abd. Whab Khalaf, Ilm Ushul al-Figh, 90. 
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lisan, maka 'urf tersebut dapat menggantikan ucapan 
dalam tindakan hukum. 8 


Imam Ibnu Hanbal (164-241 H) terang menolak 'urf 
sebagai sumber hukum Islam. Namun, para pengikutnya 
seperti Ibnu Oudamah (w. 620 H) menggunakan 
keberadaan 'urf sebagai sumber hukum. Ibnu Gudamah 
mendasarkan diktum-diktum fighnya pada adat. 8 Ibnu 
Taimiyah, pengikut Ibnu. Hanbal yang lain, juga 
menggunakan 'urf sebagai sumber hukum. Ketika 
menyatakan kafarat (sangsi) karena melanggar sumpah 
dengan kewajiban memberi makan orang. miskin dengan 
makanan secukupnya. Menurut Ibnu Taimiyah, kata 


“makanan secukupnya” dikembalikan pada 'urf setempat. 
85 


Dalam konteks ini, as-Syatibi menulis: 


OS AL gai Ipaka Asah SEAL JS Igule OI Lal 3 
Ji 9 AISI 9 om 9 LAI 9 JS ya eta 
OB, gak lia 9 Leah Jo OLaJI 3 are Y SI UI 
yg ESAI 9 OLI omah Hk La Milad ya 


8 Izzu al-Din ibn Abd al-Salam, Oawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 107-119. 
Ibnu Oudamah, al-Mughni, Jilid VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 485. 
8 Ibnu Taimiyah, al-Fatawa al-Kubra, Jilid III, (Beirut: Dar al-Ma'rifah 
li al-Talabah wa al-Nashr, tt), 412-413. 
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Igakest 9 doll Sal SAI SI IE aa IS 0 
loe Sritaakl ja Nila , D enaga pb aula Jia 


“Juga apabila mereka menganggap hal-hal yang baru 
dalam tradisi dan adat sebagai bid'ah, maka apa saja 
dalam soal — makanan, minuman, pakaian, 
perbincangan dan masalah-masalah yang muncul 
yang tidak ada pada zaman Islam awal lantas 
semuanya dianggap sebagai bid'ah dan ini adalah 
suatu pandangan yang dianggap keliru. Karena tiap 
adat istiadat itu mengalami perbedaan berdasarkan 
waktu, tempat dan nama. Kalau semua dianggap 
bid'ah, maka siapapun yang menyelisihi masyarakat 
Arab yang hidup pada masa sahabat dan yang 
menjalankan tradisi mereka lantas dianggap orang 
yang tidak mengikuti generasi awal Islam, tentu ini 
pandangan yang tidak bisa diterima”. 8 


Seorang mufti Agung Damaskus bermadzhab Hanafi 
pada masa Turki Usmani, Ibnu Abidin as-Sami juga 
menulis: 


alah S5 paid Olah See Hb ASLI oa 53 


Ade OA Ie SM ebi eyad 3 


86 M. Noor Harisudin, Membumikan Islam Nusantara, (Pena Salsabila : 
Surabaya, 2016),11 
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Ka dag Asad HIUL 9 Gal el 9 AAA Ade 
AJI alis slad y yaa go 9 moril 3 Koial Js 
SAI opal y @Ubdl al de 


“Banyaknya aturan hukum Islam yang mengalami 
perubahan dengan berubahnya zaman karena adanya 
perbedaan 'urf (adat atau tradisi) masyarakatnya dan 
karena keadaan yang tidak terelekkan. Karena dalam 
situasi yang seperti itu, hukum yang berlaku tetap 
sama seperti sebelumnya. Maka itu akan 
menimbulkan hal yang memberatkan dan merugikan 
manusia, yang justru bertentangan dengan pilar-pilar 
Syariah yang didasarkan pada prinsip mempermudah, 
meringankan. dan. mencegah kemudaratan dan 
kerusakan karena tetapnya  tatatan semesta 
bergantung pada sempurnanya tatanan dan bagusnya 
hukum-hukumnya. 


Dalam pandangan penulis, setiap “urf yang shahih bisa 


dipastikan mengandung kemaslahatan. Dengan demikian, 
“urf tidak berdiri sendiri, namun ia berkolaborasi dengan 
dimensi penting dalam fikih Nusantara, yaitu 
kemaslahatan (al-maslahah atau al-maslahah al-mursalah). 


Adalah sebuah kenihilan jika “urf tidak ada maksud 


dan tujuannya. Tradisi makan tumpeng, petik laut, halal bi 


57 Ibid, 12. 
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halal, tahlilan yang menggantikan judi setelah kematian 
dan sebagainya adalah tradisi yang memiliki maksud yang 
baik untuk umat, sehingga masih terus dilestarikan hingga 
masa sekarang. Sebaliknya, 'urf-urf yang tidak baik dan 
sudah meninggalkan kemaslahatan akan digerus dan lapuk 
dimakan zaman. Kita pun bisa melihat banyaknya tradisi 
yang berguguran karena sudah tidak relevan lagi dengan 
zaman. 8 


Sejatinya, pra syarat keberlakukan 'urf ada dua. Yaitu 
ketetapan (al-istigrar) dan kontinuitas (al-istimrar). Al- 
Istigrar menunjukkan bahwa 'urf harus. disepakati oleh 
masyarakat. Sedangkan, al-istimrar menunjukkan bahwa 
'“urf harus terus berlangsung hingga kini.” Jika tidak ada 
dua syarat ini, keberlakuan 'urf akan ditinjau ulang atau ia 
hanya akan menjadi sebuah cerita. 


Metode yang keempat adalah teori dlarurat dan hajat 
yang menjadi pijakan. dalam Figh -al-Agaliyat. Dalam 
kajian-kajian paraa-ahli.Ushul. Fikih, bahwa ada tinga 
tingkatan hukum Islam, sebagaimana berikut: 

Pertama, maslahah dlaruriyah, yaitu kemsalahatan 
yang harus terealisasikan dalam kehidupan manusia demi 
meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Standar paling 
mudah menentukan kemaslahatan ini adalah konsekuensi 
yang ditimbulkannya. Bila suatu kemaslahatan yang tanpa 
keberadaannya akan menimbulkan kehancuran dalam 
kehidupan dunia dan juga akhiratnya, maka ini disebut 


58 M. Noor Harisudin, “Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Figh) 
Nusantara, 67-68. Lihat juga, Wahbah az-Zuhali, Ushul fikih 2, hal 835. 
» M. Noor Harisudin, “Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Figh) 
Nusantara, 68. 
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maslahah dlaruriyah. Maslahah dlaruriyah meliputi 
perlindungan dan pemelihraaan terhadap lima kebutuhan 
elementer manusia yaitu perlindungan terhadap keyakinan 
beragama, perlindungan terhadap jiwa raga, perlindungan 
terhadap keturunan, perlindungan terhadap hak berfikir 
dan perlindungan terhadap harta benda. 

Dalam rangka melindungi keyakinan beragama, syari 
mengundangkan perangkat hukum untuk melindungi dan 
mempertahankannya seperti kewajiban beragama, tidak 
diperkenankan keluar. agama, diwajibkannya ibadah 
tertentu, dan lain-lain yang merupakan. perangkat syari'at 
dalam Islam seperti pernyataan Abdussalam bin Ibrahim: ? 


MBS md Hope HASU Sasa 

Ola ds Tia We A Byg all SUSUN sae NI 
Hanya el! Merana semai Oi Hala ld j et 
Hg AS dadi Uamai al ella al eyas ad Hd 0 
Al Sabg ok mad Bp! ob LA SY Inai Ht 
d2 yA Sa Uap 0 SI AI Jas ui 


” Abdusalam bin Ibrahim bin Muhammad Al-Hashin, Tathbig Al- 
Oowa'id Al-Fighiyyah Ala Masa'ili Al-Tahdzir Al-Mw'ashirah, Juz. 
1, Hal. 35 dalam maktabah syamilah 
35 pe Lg) — petak! mebel! Jillna de Kapil Mg Ibas 
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Sementara, Abdullah Bin Bayyah, pemikir Magasid as- 
Syariah yang lain?" mengatakan: 


bad gl BSA oya ungidl laib 2 yg wall 
(2/183: po). el 

SE SIN PAN Sya Aa" Ui) Geleti lahs 
ASASI pp sebal yag lo adl 
OS Ol Je YO IBAN #5 Je (NIS 01 
GR ls SN Re2 ya 3 IU oa eh 
Lg Gaal op ya s2 AYI Gaa 3 sLalallg sei 
oa JT de Aga alana Jap A5 JI adl yag 
(21225 2 ab) AI 


Baik Bin Bayah maupun Abdussalam menekankan 
posisi dlarurat yang jika tidak dilakukan akan 
menyebabkan kerusakan atau hilangnya jiwa, demikian 
juga kerusakan harta yang itu mengakibatkan pergeseran 
hukum yang semula dilarang menjadi diperbolehkan 
seperti makan babi pada saat kelaparan yang sangat di 


21 Abdullah Bin Bayyah dalam Shina'atul Fatwa Wa Fighul 
Agolliyyat, Juz. 1 hal. 44 mengatakan: dalam maktabah syamilah 
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hutan, sementara tidak ada makanan lain. Jika ia tidak 
makan, dikhawatirkan ia akan meninggal dunia. 

Kedua, maslahah hajiyah (kebutuhan sekunder- 
komplementer). Yaitu suatu kebutuhan yang jika tidak 
terpenuhi tidak sampai menimbulkan kerusakan atau 
kekacauan dalam kehidupan manusia atau tidak sampai 
mengancam eksistensi mereka, tetapi akan membawa 
kesulitan (masyagah) dalam kehidupan. Dengan kata lain, 
maslahah hajiyah dalah suatu hal yang dibutuhkan 
manusia untuk mendapatkan kemudahan, kelapangan 
dalam memikul beban taklif dan kesulitan yang mungkin 
terjadi dalam perjalanan hidupnya. 

Dalam rangka maslahah hajiyah ini, syari' 
mengundangkan perangkat hukum dalam bidang syari'at, 
bidang ibadah, mu'amalah, munakahah sampai jinayah. 


Dalam pandangan Wahab Khalaf, dalam bidang 
ibadah, syari:at mengundangkan kebolehan tidak berpuasa 
bagi orang yang sakit. atau.dalam perjalanan, hukum 
kewenangan bahkan wajib melakukan jama' dan gashar 
sholat, hukum tayamum bagi yang tidak dapat air dan lain- 
lain. 


Sementara, lanjut Wahab Khalaf, dalam bidang 
mu'amalah, syari'at membolehkan berbagai macam 
transaksi mulai jual beli, sewa menyewa, gadai, sawah, 
hutang piutang, sampai transaksi modern yang 
bermunculan saat ini. Hukum ini disyari'atkan semata- 
mata untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan 
tugas kemanusiaannya. Inilah yang disebut rukhsah. 
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Dalam konteks ini, maka pernyataan Abdussalam” 
tentang hajat layak dicermati: 


BI AAU ama 1Val. Bal Wae Iya A8 der 
TB LL O9d TPI Ime Elsa pls Is esp 
kb) SAT OLS AB Ao okay € daya mall d Lal 
ikasa Rol OI Maa Pealg LAI jaw 
Jmly yaaa MSI er 20 Jensen oya Regar 
yan 3 aSludobla Indsndl 3 Um OI Ol 

YUI 


Hajat itu terkadang menempati kedudukan dlarurat. 
Pertama, arti kaidah ini bahwa hajat itu terkait dengan 
kesempitan dan kesulitan, bukan diremehkannya 
kemaslahatan yang bersifat dlaruriyat. Inilah hajat 
yang membolehkan sebagian keharaman. Tidak ada 
persyaratan hajat itu merupakan hajat manusia 
keseluruhan, — bahkan hajat seorang pun dapat 
menjadikan keringanan dan kebolehan pada beberapa 
keharaman. “ 


2 Abdusalam bin Ibrahim bin Muhammad Al-Hashin, Tathbig Al- 
Oowa'id Al-Fighiyyah Ala Masa'ili Al-Tahdzir Al-Mw'ashirah, Juz. 
1, Hal. 36 dalam maktabah syamilah 
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Sementara, Ahmad bin Syeikh Muhammad az-Zarga 
memiliki pendapat yang hampir sama. Dalam Syarhul 
Oawaidul Fighiyah? ia mengatakan: 


IPS Ig Ii Tran Sekte SI JA A Irrg 
Olg Ag ola ya Band Ugo co dyaihl bs Jonadi 
LS Tety Tg 2d ag ratena Lele Y LAI SI 0S 
PA 

“Hajat adalah keadaan yang mendorong adanya 
keringanan dan kemudahan untuk mencapai yang 
dituju. Oleh karena itu, dari aspek ini, hajat ada di 
bawah dlarurat sekalipun hukum yang ada tetap 


berlangsung dan hukum dlarurat. hanya bersifat 
sementara sebagaimana keterangan sebelumnya”. 


Az-Zarga memberikan catatan tengang keberlakuan 
hukum yang darurat yang bersifat muaggat, karena ada 
hajat tersebut. 


Dalam urutan yang Ketiga, ssesugguhnya ada 
maslahah tahsiniyah-Kamaliyah (Kebutuhan tersier- 
suplementer), yaitu kebutuhan yang dicanangkan untuk 


2 Syaikh Ahmad Bin Syaikh Muhammad Al-Zargo', Syarhul 
Oawaidul Fighiyyah, Dar Al-Oolam, Juz. 1 hal. 120 dalam maktabah 
syamilah 
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memenuhi tuntutan nilai baik dan buruk, budi pekerti, 
prestise dan akhlak mulia supaya manusia dapat hidup 
secara wajar dalam kemuliaan dan kesempurnaan. Suatu 
kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan 
menimbulkan kesulitan, apalgi kehancuran, akan tetapi 
kurang memberikan nilai dan makna kesempurnaan dalam 
hidup manusia. 


Untuk memenuhi kelashatan tahsiniyah ini, syari'at 
mencanangkan perangkat hukum dalam hampir semua 
bidang hukum Islam. Dalam bidang ibadah, Allah dan 
Rasul Nya mewajibkan kesucian badan, pakaian dan 
tempat dari najis, menutup tempat-tempat yang tidak 
pantas terlihat: ketika seseorang menghadap pada sang 
khalik. Dalam bidang mu'amalah dicanangkan hukum 
keharaman ' membuat spekulasi  gharar — dalam 
bertransakasi, larangan merebut transaksi pihak lain dan 
lauin-lain. Dalam adat, diundangkan hukum tidak boleh 
membunuh tokoh agama, anak-anak dan wanita dalam 
perang, larangan mencacah dan memotong korban dan 
sebagainya. Ini semua disyariatkan dalam rangka 
menggapai kehidupan yang lebih beradab dan 
kesempurnaan hidup. 


Hanya saja, dalam konteks yang ketiga ini 
(tahsiniyah), tidak digunakan dalam metodologi Figh al- 
Agaliyat. Sebaliknya yang digunakan adalah Dlarurat dan 
Hajat. 

Metode yang kelima adalah metode Rukhsah dan 
azimah. Wahab Khalaf mendefiniskan rukhsah dengan: 
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HS Ie Vii ASI ya Al asah aa dea 


paha Ag nia Il ri Kol SY 3 
Idap BAN Anletal gl tele SG BB Ja 


“Hukum keringanan yang disyariatkan Allah atas 
mukallaf dalam keadaan yang - menghendaki 
keringanan tersebut, hukum yang disyariatkan karena 
udzur kesulitan dalam keadaan yang khasah atau 
membolehkan yang dilarang dengan dalil larangan.” 
94 


Sementara, Abu Sanad Muhammad? mengatakan: 


ad AT Ida SIS IS da SAI SIH Tej 


“Rukhsah adalah yang tetap berdasarkan dalil yang 
bertentangan dengan dalil lain karena ada udzur.” 


2 Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Figh, 121. 


5 Mausu'ah Hal Yastawil ladzina ya'lamun walladzina Ia 
ya'lamun, Juz. 1 hal 18-19 dalam maktabah syamilah 
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Abu Sanad menekankan dua hal: Pertama, 
bertentangan dengan dalil lain. Kedua, adanya udzur. 
Kedua hal ini menurut Abu Sanad yang merupakan 
kriteria khusus dari rukhsah. 


Sementara, Wahab Khalaf menyebut azimah sebagai 
kebalikan hukum rukhsah: 


SI Rab! ASIN oa Ale al as, La (gi Asad! Lol 
HA by HI Yo Ie OJK LA Y 


“Hukum asal yang bersifat umum tidak dalam 
keadaan tertentu, juga bukan hukum hanya berlaku 
pada seorang mukalaf dan tidak pada mukalaf yang 
lain”. 6 


Para Ushuli yang lain mengatakan bahwa hukum 
'Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah 
kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum 
ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah, 
sehingga sejak disyariatkannya seluruh mukallaf wajib 
mengikutinya. 


” Lihat, M. Noor Harisudin, Ushul Fikih,.. Abdul Wahhab Khalaf, 
Ilmu Ushul Fikih, Maktabah Al-Da'wah, Cetakan VIII, Juz 1 hal 121 
dalam maktabah syamilah 

(A21 2/1 gp) — HS Igo ale 
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Sementara Abu Sanad Muhammad mengatakan 
Azimah sebagai: 


B9 ISI SI AKA! Saga Be 
SP Ida SH wi 2S al Idul 
“ayal € Kendall Jaa M9 rb G2 3 Jb 
SP Iban SD AH SI Cal tag NG CR 


“Azimah adalah hukum yang tetap sesuai atau 
bertentangan dalil itu adalah hukum yang tetap 
berdasarkan dalil syari yang tidak ada dalil unggul 
yang bertentangan dengannya. Azimah ini mencakup 
hukum wajib, sunah, haram, akruh, mubah. Karena 
semua itu adalah hukum yang tetap berdasarkan dalil 
syar 1”. 


Metode yang keenam pemahaman adanya figh al-wagi' 
yang realistis (al-inayah bi fighi al-wagi' al-ma'ishi). Bahwa 
dalam tataran praktis, tidak bisa dihindari adanya figh 
yang harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Oleh 
karena itu, tidak mungkin adanya keseragaman figh karena 
lokalitas yang berbeda-beda satu dengan lainnya. 


Sebaliknya, memaksakan keseragaman sama dengan 
menentang sunnatullah. Karena sunnatullah berada dalam 
jalur keanekaragaman. Justru dalam keanekaragaman ini 
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akan muncul berbagai dinamika dan keunikan-keunikan 
dalam kehidupan. 


Wallahu'alam. “ 
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Argumentasi Figh untuk Minoritas Muslim 


G Lain metodologi yang digunakan dalam Figh al- 


Agalliyat, ada hal penting lain yang juga digunakan dalam 
operasional isntinbat hukumnya, yaitu kaidah-kaidah Figh 
yang digunakan sebagai penyempurna dalam melakukan 
istinbat hukum Figh al- Agalliyat. 


Beda dengan ushul Figh yang bersifat deduktif, gawaid 
al-fighiyah bersifat-induktif dengan mencatat beberapa 
kesamaan sehingga ' memunculkan kaidah-kaidah 
fighhiyah. Kaidah  figh ini menguatkan dan 
menyempurnakan istinbat hukum dalam Figh al-Agalliyat 
tersebut. 

Sebagai tokoh Figh al-Agaliyat, Ibn  Bayyah 
merumuskan enam. kaidah figh yang dapat dijadikan 
sebagai pedoman dalam perumusan masalah-masalah figh 
al-agalliyyat sebagaimana berikut:. 

a. Kaidah kemudahan dan menghilangkan kesulitan (al- 
taisir wa raf'T al haraj). 
Bahwa adanya banyak pendapat fugaha merupakan 
sebuah keniscayaan. Seorang mufti harus tahu banyak 
tentang perbedaan pendapat tersebut. 
Dalam kaitan Figh al-Agalliyat, yang paling tepat 
adalah pendapat yang mudah dan tidak memberatkan. 
Karena inilah yang sesuai kehendak Allah Swt. ” 


” Bin Bayah, Shina'ah al-Fatwa wa Figh al-Agalliyat, 170-171. 
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. Kaidah perubahan fatwa bergantung perubahan zaman 
(taghayyur al-fatwa bi taghayyur al zaman). 

Pandangan Bin Bayah ini sejalan dengan pandangan 
penulis yang telah diurai luas dan mendalam dalam 
Metodologi Istinbat Figh al-Agalliyat di Bab V 
sebelumnya. 


. Kaidah menempatkan kebutuhan pada posisi darat 
(tanzil al-hijah manzilat al-darurah). 

Pandangan serupa penulis telah dibahas di Bab V 
sebelumnya. 


. Kaidah kebiasaan (al-'urf). 

Senada dengan Bin Bayah, pandangan penulis juga 
menjadikan kebiasaan sebagai metode Istinbat hukum 
dalam Figh al-Agalliyat. 


. Kaidah memandang kondisi akhir akibat hukum (al- 
nadar fi al-maalat). 

Menurut kaidah ini, seorang  mufti harus 
mempertimbangkan akibat hukum atau hasil yang akan 
tercipta dari ucapan atau perbuatan yang akan 
ditentukan status hukumnya. 

Dalam konteks ini, sesuatu yang dipandang maslahah 
di depan bisa jadi akan berakhir dengan mafsadah. 
Sebaliknya, sesuatu yang dipandang mafsadah di 
depan, bisa jadi akan berujung maslahah di akhir. Mufti 
harus jeli benar dengan hal ini. Demikian ini juga yang 
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kadangkala menjadikan pendapat Figh al-Agalliyat 
menjadi berbeda dengan figh pada umumnya. ” 


f. Kaidah Memosisikan Masyarakat Umum pada Posisi 
Hakim (Tanzil al-Jama'ah manzilatal Oadli). 
Sebagian besar ulama seperti al-Hattab, al-Oabisi, al- 
Zargani, al-Bannani, al-Dardir, dan ulama Malikiyah 
sepakat bahwa masyarakat muslim berhak untuk 
menempati posisi Oadli (hakim) ketika tidak ada hakim 
yang yang diangkat oleh pemimpin muslim. 
Logika Bin Bayah mengatakan bahwa ketika pemimpin 
bukan seorang muslim, maka sebagian kelompok 
masyarakat berhak mewakilinya. ” 


Dua kaidah terakhir Bin Bayah, dalam pandangan 
penulis, relative baru. Setidaknya, Bin Bayah yang memulai 
pendapat kaidah yang demikian, yaitu al-nadar fi al-maalat, 
dan Tanzil al-Jama'ah manzilatal Oadli. Tentu ini sebuah 
kemajuan karena kondisi berbeda memunculkan kaidah 
yang berbeda. 


Sementara itu, Yusuf al Oardawi menformulasikan 
Sembilan pondasi pokok dalam aplikasi Figh al-Agalliyyat 
yaitu: 


2 Bin Bayah, Shina'ah al-Fatwa wa Figh al-Agalliyat, 151-152. 
? Bin Bayah, Shina'ah al-Fatwa wa Figh al-Agalliyat, 75. Bandingkan 
dengan Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas, 144-153. 
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a. Figh tidak mungkin terwujud tanpa jjtiihad 
kontemporer yang lurus (la figh bi ghair ijtihad mu 'asir 
gawim) 

b. Memelihara kaidah figh universal (mura'ah al gawaa'id 

al-fighiyyah al-kulliyah) 

c. Mengupayakan figh yang realistis dalam kehidupan (al- 

inayah bi fighi al-wagi' al-ma 'ishi) 

d. Mengutamakan figh kolektif daripada figh parsial (al- 

targiz “ala figh al-jamaah la mujarradu.al-afrad) 

e. Mengedapankan prinsip kemudahan (manhaj al-taisir) 


f. Menerapkan kaidah perubahan fatwa bergantung 
tuntutan kondisi (taghayyur al-fatwa bi taghayyur 
mujibatiha) 

g. Menerapkan prinsip gradualitas hukum (tadarruj) 

h. Pengakuan terhadap kebutuhan primer (darurat) dan 
kebutuhan sekunder (hajat) manusia 

i. Terbebas dari kungkungan madzhab (al-taharrur min al- 
iltizam al madhabib)'9 


Pandangan Yusuf Oardlawi lebih lengkap dan 
operasional sehingga menjadi pijakan figih al-Agalliyat 
kuat dan tidak terbantahkan. Yusuf Oardlawi juga masih 
memandang kondisi darurat dan hajat menjadi acuan 
dalam Figh al-Agalliyat. 


10 Yusuf Oardlawi, Fi Figh al-Agalliyat, 40-57. 
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Sementara itu, dalam pandangan penulis, ada 
beberapa hal yang menjadi pijakan dalam Figh Minoritas 
selain yang telah disebuat baik oleh Bin Bayah maupun 
Yusuf Oardlawi, sebagaimana berikut: 

Pertama. Ad-dlarurat tubihul mahdlurat. Darurat itu 
membolehkan hal-hal yang dilarang. 

Pertanyaannya, apakah sebuah keadaan dikatakan 
darurat? Apa indikator keadaan darurat? 


Kedua, idza dlagal amru ittasa'a wa idzat tasa'a dzaga. 
Ketika sebuah persoalan sempit maka ia longgar. Demikian 
juga ketika longgar, maka ia menjadi menyempit. 


Ketiga, al-hajatu gad tanzilu manzilatat dlarurati. 
Artinya, terkadang kebutuhan itu menempati kedudukan 
dlarurat. Seperti kata. Wahab Khalab, dalam beberapa 
kondisi, kebutuhan dapat menempati posisi dlarurat yang 
menyebabkannya diperbolehkan. 


Demikianlah kaidah-kaidah yang digunakan dalam 
Figh al-Agaliyat, meskipun ini terus harus di-update sesuai 
dengan kebutuhan zaman yang terus berubah. Artinya, 
kaidah ini harus terus dipalikasikan dalam kehidupan 
Muslim Minoritas di Barat atau yang sama dengan Barat. 


Wallahu 'alam. “# 


103 


Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I 


104 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 


BAB TUJUH 


PRODUK-PRODUK 
DALAM FIOH UNTUK MINORITAS 
MUSLIM 


digilib.uinsby.ac.id digilib.uimnsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 


Argumentasi Figh untuk Minoritas Muslim 


5 ecara sosio-politik, kewarganegaraan minoritas Muslim 


di negara-negara non-Muslim jelas dalam keadaan 
'darurat'. Ditambah lagi, keadaan sosio-politik minoritas 
Muslim dalam ranah mu'malah seperti sosial, ekonomi, 
Negara, hukum perdata dan hukum pidana. Allah Swt. 
tidak menjelaskan detail dalam bidang mu amalahW!, tetapi 
hanya berupa kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum. 


Hal demikian ini memberi kesempatan pada mujtahid 
untuk berijtihad sesuai dengan konteks.zamannya agar 
hukum Islam tidak sempit selamanya. Dalam konteks ini, 
Islam telah memberi ruang yang luas bagi mereka baik 
berdasarkan al-Our'an dan Sunnah Nabi. SAW: secara 
tekstual maupun kontekstual. Melalui seperangkat 
instrument dan petunjuk teknis dari karya ulama dengan 
berdasarkan magasid al-shari'ah (tujuan syariah Islam) dan 
kaidah-kaidah figh, Figh.al-Agalliyyat memiliki ranah yang 
luas dan fleksibel sesuai dengan jargon, “al-Islam salih li 
kulli zaman wa makan” (Islam adalah akomodatif dengan 
situasi dan kondisi). 


Berdasarkan paparan di atas jelas bahwa pendapat 
tersebut termasuk sebuah pemikiran yang digali dari 
sumbernya (al-Our'an dan Hadits Nabi SAW). Figh al- 
Agalliyyat berkaitan dengan Muslim minoritas dalam 
Negara-negara non-Muslim memiliki implikasi hukum 
yang bervariatif di kalangan ulama. Hal ini sangat wajar 


101 Ini beda dengan domain figh ibadah yang detail sehingga tidak 
memungkinkan adanya ijtihad. La yu'badullahu illa bima syuria. Allah 
Swt. tidak disembah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan. 
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karena termasuk dalam ranah furu'iyyah yang dapat 
diperdebatkan sepanjang zaman, sebagaimana pendapat 
Imam Syafi'i: 


AN 3 JIE Gp Ng IR 


Artinya: “Tidak bisa dipertanyakan atau 
diperdebatkan apa yang telah ditentukan dalam 
teks (asli), tetapi perdebatan bisa dilakukan dalam 
kasus cabang (furu')”. 


Konstruksi kerangka Figh al-Agalliyyat tentang 
kewarganegaraan minoritas Muslim sebenarnya. sesuai 
dengan syari'at Islam yang sempurna dan komprehensif 
dalam berbagai kebutuhan manusia di setiap ruang dan 
waktu tanpa perubahan atau pergantian. 


Hal ini senada dengan pendapat Prof. Dr. Sayyid 
Muhammad ibn Alawi al-Maliki bahwa syari'at Islam 
meliputi dua dasar pokok, yaitu: al-Our'an dan as-Sunnah 
Syariat Islam yang abadi senantiasa survive dan fleksibel 
muatan hukumnya sesuai dengan kemaslahatan umum, 
tetapi dengan syarat tidak boleh mengabaikan hukum 
Allah SWT, kontradiksi terhadap prinsip-prinsip 
keislaman, dan merubah syari'at Islam. 


Berikut beberapa produk Figh al-Agalliyat yang telah 
diolah penulis dengan metodologi yang penulis kupas 
sebagaimana berikut: 
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Mengenai hal ini, Bin Bayyah mempunyai analisis 
menarik tentang hukum tinggal di negara non-Islam. Bin 
Bayah memulainya dengan pertanyaan tentang apa esensi 
dari definisi negara Islam itu sendiri. Apakah negara Islam 
(dar al-Islam) itu dilihat dari sisi penduduknya yang 
kebanyakan muslim ataukah dari sisi hukum yang 
dipergunakan di negara tersebut yang berdasarkan syariat 
Islam. Kalau yang dijadikan patokan dasar adalah 
hukumnya, apakah keseluruhan hukum Islam yang harus 
diterapkan ataukah boleh hanya sebagian? Pertanyaan 
dasar inilah yang telah menjadikan ulama berbeda 
pendapat dalam mendefinisikan negara Islam dan negara 
non-Islam. 


Ibnu Oayyim -al-Jawziyyah menyampaikan, definisi 
sederhana, bahwa negara Islam adalah negara yang di 
dalamnya hukum Islam ditegakkan. Sementara itu “Abd al- 
Oadir 'Awdah mendefinisikannya sebagai negara yang 
menegakkan hukum Islam, atau yang memberikan 
kebebasan kepada penduduknya yang beragama Islam 
untuk menjalankan hukum Islam. '?Dengan demikian, 
lanjut 'Awdah, negara Islam bisa berupa negara yang 
keseluruhan atau mayoritas penduduknya muslim, negara 
yang diperintah oleh umat Islam dengan menjalankan 
hukum Islam walaupun sebagian besar penduduknya non- 
muslim, dan negara yang dikuasai oleh orang non-muslim 


102 Lihat perdebatan dalam bab-bab sebelumnya. 
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tetapi memberikan kebebasan kepada penduduknya yang 
muslim untuk menjalankan agamanya. !” 


Perbedaan pendapat tentang Darul Islam ini banyak 
sekali karena tidak ada satu dalil al-Our'an dan al-Hadits 
yang secara pasti mengacu pada makna dar al-Islam ini. 
Bin Bayyah sendiri menyatakan bahwa dari pembacaan 
terhadap perbedaan definisi menyimpulkan bahwa dar al- 
Islam adalah setiap pemerintahan yang mayoritas 
penduduknya muslim, hakim-hakimnya muslim walaupun 
tidak menetapkan /melaksanakan sebagian hukum-hukum 
syariat. Sementara negara non-muslim (dar ghayr al- 
muslimin) adalah setiap pemerintahan yang mayoritas 
penduduknya non-muslim dan hakim-hakimnya juga non- 
muslim. 


Selanjutnya, perbedaan pendapat tentang definisi ini 
berimplikasi pada perbedaan pendapat ulama tentang 
hukum bertempat tinggal di negara muslim non-muslim. 
Secara umum pendapat tersebut bisa dibagi ke dalam tiga 
kategori: 


Pertama, kategori yang mengharamkan secara mutlak, 
seperti yang dianut oleh Ibn Hazm dan pengikut madzhab 
Maliki. Bahkan Imam Malik sendiri secara tegas 
menyatakan bahwa tidak boleh hukumnya tinggal di 
negara maksiat di mana para sahabat Nabi dan ulama 
dihina dan dibenci. 


108 Pembahasan lebih detail pada bab sebelumnya tentang Darul 
Islam, Darul Harbi dan Darul 'Ahdi. 
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Kedua, pendapat jumhur fugaha yang memberikan 
kelonggaran bolehnya tinggal di negara-negara non- 
muslim sepanjang ia mampu menjalankan kewajiban 
agamanya. Dalil yang dikemukakan adalah, sebagaimana 
disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa Nabi telah 
mengijinkan kaum yang telah masuk Islam di Makkah 
untuk tetap tinggal di sana setalah keislaman mereka, 
sebagian dari mereka adalah “Abbas bin 'Abd al-Muthallib. 


Ketiga, bahwa tinggal di negara non-muslim bisa saja 
hukumnya wajib manakala keberadaan di tempat itu 
menjadikan kemaslahatan bagi Islam dan umat Islam atau 
manakala perginya umat Islam dari negara tersebut justru 
akan melahirkan sisi negatif (mafsadat), haram manakala 
tidak khawatir keluar Islam, tetapi hanya mereka melihat 
kemungkaran, sementara melihat ada negara alternatif 
yang kemungkarannya lebih kecil: mubah apabila dua 
pertimbangan maslahat dan mafsadat itu sama, dan 
sunnah atau mustahab apabila ada kepentingan dakwah 
sementara sudah ada orang lain yang telah memulai 
dakwah di negara tesebut. 


Para ulama mengatakan BOLEH, meski tinggal 
dinegara non muslim itu memiliki resiko yang besar atas 
keyakinan Islam yang dianut. Namun demikian, 
kebolehan ini harus ada 2 syarat. Yaitu yang pertama bisa 
dipastikan keamanan keimanannya, dan tidak mudah 
terpengaruh. Kedua, memungkinkan baginya untuk 
menampakkan keimanannya tanpa rasa takut dan ada 
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yang menghalang-halangi seperti melakukan shalat jumat, 
jamaah dan aktifitas ibadah yang lainnya.'4 


(326 1g) — lg NI AT ab 3 Jua 
CABE € ekamdl C3 le malas Jet JUS DL G HABYI 
sat RS IAI Upbg Leak Abg € dulalg 6 ASgkuwg 
Hang «LAS Ingatan La naa Sila 
— Ab Sladly — OLSYI Allag dag anon Il ge 
SE dlaiy opo eIeeta ly GUA dgn Il logo 2 
SS aja Sada Ogan Ja Aa OS Mg € Uni Ml gas 
3 R0EYE . LUAS 3 Esa aa al ba, aga 

» Oral endord erat MN LAS YA 
Gp alas OS EL Aa & obi oat Ja Li! 
kan de SAE Ala detalar La Real Bip 4 OLI lal 
KAS Bola Tania D1 Og Rajly BAYI ya JH 
BL) Ssh OP «Sy Bia 3 Matan penak 
asal hb Osing Ap JAV OT: Il di JB OLI Blu 


14 Ali Bin Nayif Al-Syuhud, Al-Mafshal fi Syarh Ayatil Wila wal 
Bara, Juz 1, hal. 326 dalam maktabah syamilah 
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CAU Ai aa YA Of angin MB Sia bgi yag PN 
Ol EL Ojak ea Ogtlay YPha SAIB 3 sal SB . 
pem ol ra alga Global omi 3 Lea 
saia. 52 «5 TE CASU eondilaa Nnyuat La ke 
OM ag Up ui" 3 al se ma 3 

"ea", 
KEL aki TE eU Le al 0 Al slasi Lg 
male JSI! pas JI de al oo peslil, pemalya plan 

Mein sai Lai ala BE II JB UI, 
rin agih LL And JB ya Saw Ui: GBI ball 
knadlg SLOSI Ra) oa aa SB BW Ogah SAI 
Yg «Anal maba yag del de Gya Ana OLS Of coleladlg 
OS OB 4 oadl ARE oya Laga bla alsalla 3S oya Git 

Ito Bend! gni REYI AI MS oa K2 N 
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Dalam pandangan penulis, pandangan yang ketiga 
lebih mengandung maslalah, terutama dalam hal igamah fi 
bilad ghayr al-muslimin. Pertimbangan kemaslahatan dan 
kemafsadatan menjadi ukuran mutlak dalam penentuan 
hukum. Pendapat dengan menjadikan kemaslahatan 
sebagai konsiderasi utama seperti ini sebenarnya juga telah 
disampaikan oleh ulama-ulama klasik. Kitab klasik Mugni 
al-Muhtaj misalnya menyatakan bahwa pandangan dalam 
menakar negara-negara. yang akan ditempati 
sesungguhnya adalah dari sisi kebaikan dan 
kerusakannya. 


Ketika pendapat ketiga yang dijadikan pilihan dalam 
Figih al-Agalliyyat, maka pertanyaan tentang hukum 
berkewarganegaraan di negara-negara tersebut juga 
bervariasi mengikuti hukum bertempat tinggal di negara 
non-muslim yang sangat ditentukan oleh sisi kemaslahatan 
dan kemafsadatan seperti yang dikemukakan di atas. 


B. Ucapan Selamat atau Hari Raya untuk Non-Muslim 


Hubungan interaktif antara muslim dengan orang 
non-muslim yang intensif menjadikan hukum 
mengucapkan selamat pada hari raya mereka merupakan 
hal yang krusial. Ini karena mereka ada yang menjadi 


105 Kasus Muslim Rohingnya dan Muslim Uighur di Cina adalah 
pengecualian. Kedua tempat itu dipandang 'tidak dapat 
menjalankan syariat agama Islam dengan baik. Sehingga 
kemafsadatan lebih besar. Bagi penulis, hidup di luar Rohingnya 
atau Uighur adalah pilihan tepat dalam konteks Figh al-Agalliyat. 
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teman, tetangga, kerabata, dosen, pembimbing tesis dan 
sebagainya. 


Dalam pandangan penulis, jika merujuk langsung 
pada ayat al-Our'an, hukum itu diperbolehkan. Allah Swt. 
berfirman '0 : 


PA aNI 3 SBI sa ye AN SEN 
A tab mera Ara AI 5) “3 1 33 Ag af 53 
3 3 SA AN 3 SS Gal GE AT 
ADE 3G og AI SAI UE Us 


Penulis setuju dengan pandangan Yusuf al-Oardhawi, 
yang menegaskan pemahaman ayat ini sebagai dua pola 
interaksi dengan non-muslim: berlaku baik dan adil 
kepada mereka yang tidak memusuhi, serta tidak 
menjadikan mereka yang memusuhi atau memerangi umat 
Islam sebagai kawan. 


Berbuat adil yang dimaksud adalah tidak mengurangi 
hak mereka, sementara berbuat baik yang dimaksud 
adalah memberikan sebagian hak kita kepada mereka. 
Menyampaikan ucapan selamat hari raya kepada mereka 
adalah salah suatu perbuatan yang perbolehkan karena 
bagian dari perbuatan baik ketika memang memberikan 


106 OS. Al-Mumtahanah: 8-9. 
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efek positif dalam pola interaksi kemanusiaan, yang tidak 
dipebolehkan adalah mengikuti acara ritual keagamaan 
mereka. 


Sebagian ulama memang mengharamkan ucapan 
tersebut. Ibnu Taymiyah adalah salah seorang yang tegas 
mengulas hal ini dalam kitabnya Igtidha' al-Shirath al- 
Mustagim Mukhalafah Ahl al-Jahim. Ibnu Taimiyah keras 
menolak perayaan bersama non-muslim dan juga ucapan 
terhadap mereka yang non-muslim. 


Penulis tidak setuju tentang keharaman ucapan 
selamat hari raya kepada non-muslim. Sebaliknya, hukum 
mengucapkan ucapan selamat natal, menurut hemat saya 
adalah boleh terutama untuk menguatkan. ikatan 
kekeluargaan, tetangga maupun hubungan kerja. 


C. Waktu dan Pelaksanaan Sholat Lima Waktu Hingga 
Sholat Jum'at 


Persoalan waktu shalat bukan merupakan masalah 
bagi muslim yang tinggal di negara Asia Tenggara dan 
Timur Tengah yang peredaran mataharinya relatif normal 
dan teratur. Hal ini menjadi masalah bagi mereka yang 
tinggal di wilayah sekitar kutub utara, yang panjang siang 
dan malamnya tidak selalu sama. Pada musim panas, siang 
hari bisa berlangsung 16 jam dan malam harinya tersisa 8 
jam atau bahkan lebih ekstream dari itu. Di Bulgaria, 
matahari terbenam kadangkala menjelang pukul 10 malam, 
sementara di Denmark dan Swedia, misalnya siang hari 
bisa berlangsung 18 jam sehingga shalat Isya' baru bisa 
dilakukan sekitar pukul 11 malam. 
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Islam mewajibkan shalat wajib lima kali sehari- 
semalam kepada siapa pun di tempat mana pun, termasuk 
kepada umat Islam yang ada di kutub utara yang setengah 
tahun penuh hanya memiliki siang tanpa malam dan 
setengah tahun sisanya hanya memiliki malam tanpa siang. 
Memang ada sebagian ulama Hanafiyah yang menyatakan 
gugurnya beban taklif shalat bagi mereka yang hidup di 
suatu tempat di mana matahari beredar dengan ekstream 
seperti di kutub utara, dengan alasan tiadanya sebab, yaitu 
waktu, tiadanya kemampuan dan kemungkinan, serta 
tiadanya faidah yang bisa diharapkan dari beban taklif 
tersebut. Tetapi, pendapat ini ditentang oleh sebagian 
ulama besar Hanafiyah. Jumhur ulama sepakat bahwa 
dalam kondisi peredaran matahari berada dalam posisi 
ekstream maka waktu sholat adalah berdasarkan 
perkiraan. 


Artinya, dalam kondisi apapun, seorang muslim wajib 
menjalankan sholat lima waktu. Meskipun darurat 
sekalipun, tidak ada alasan untuk meninggalkan sama 
sekali, kecuali rukhsah yang memberikan keringanan pada 
umat Islam yang berada dalam keadaan darurat. 


Demikian juga dalam pelaksanaan shalat jum'at. 
Bagaimana lalu hukumnya melaksanakan shalat jum'at 
sebelum tergelincirnya matahari (gabl al-zawal) atau setelah 
masuknya waktu shalat “ashar (ba'd al-'ashr), dengan 
alasan sempitnya waktu khutbah dan shalat jum'at pada 
waktu dzuhur di beberapa negara, terutama pada musim 
dingin, atau karena tiadanya kesempatan menunaikan 
shalat jum'at karena berbenturan dengan jadwal kerja dan 
kuliah, kecuali pada waktu pagi atau sore. 


117 


Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I 


Inilah realitas sesungguhnya yang dihadapi oleh 
sebagian umat Islam yang tinggal di negara-negara Barat 
yang memiliki musim berbeda dengan musim di wilayah 
tropis seperti Indonesia. Dalam konteks ini, Yusuf al- 
Oaradhawi menyatakan jumhur ulama menyepakati waktu 
shalat jum'at adalah pada waktu shalat dzuhur, yakni dari 
tergelincirnya matahari sampai pada posisi matahari yang 
memungkinkan bayangan suatu benda telah menyamai 
benda aslinya dikurangi bayangan matahari tergelincir. 


Meskipun demikian, Yusuf al-Garadhawi kemudian 
mengemukakan beberapa pandangan madzhab yang 
berbeda dengan pandangan jumhur ulama. Di antaranya 
adalah pandangan ulama Hanabilah yang memberikan 
kelonggaran waktu shalat jum'at di awal waktu. Sebagian 
mereka menyatakan bahwa awal waktu shalat jum'at 
berdasarkan beberapa hadits Nabi dan perbuatan para 
sahabat adalah sama dengan waktu shalat hari raya, yakni 
mulai dari naiknya matahari sekitar 10 menit atau 
seperempat jam sampai habisnya waktu dzuhur. Pendapat 
lainnya yang dikemukakan adalah tentang akhir waktu 
shalat jum'at yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah. 
Sebagian dari mereka menyatakan bahwa akhir waktu 
shalat jum'at adalah terbenamnya matahari atau segera 
sebelum terbenam. 


Yusuf al-Oaradhawi kemudian menyatakan bahwa 
atas dasar pendapat tersebut di atas sesungguhnya boleh 
sholat jum'at itu dilakukan pada pagi hari atau sore hari 
ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk 
melaksanakannya pada waktu yang telah disepakati oleh 
jumhur ulama. Pilihan seperti itu lebih baik daripada 
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melalaikan shalat jum'at itu sendiri. Meskipun demikian, 
ketika kesempatan melaksanakannya tepat pada waktu 
yang telah disepakati itu ada, maka melakukannya 
bersama tanpa perselisihan itu adalah lebih baik. 


D. Pembelian Rumah dengan Kredit Bank Berbunga 


Rumah sebagai tempat tinggal merupakan kebutuhan 
vital bagi masyarakat muslim .di Barat, tetapi menjadi 
problematis ketika mayoritas ulama mengharamkan semua 
transaksi mengandung "unsur riba. Dalam hal ini, riba 
selalu dikaitkan dengan bunga bank sehingga, hukum 
bertransaksi dengan bank di Barat juga haram. 


Kita paham bahwa bunga bank sudah. menjadi 
permasalahan klasik yang sering diperdebatkan, tetapi hal 
ini merupakan sesuatu yang urgen mendapatkan perhatian 
ketika diletakkan dalam konteks kebutuhan primer 
masyarakat minoritas muslim di Barat. Dalam masalah ini, 
Yusuf al-Garadhawi menyatakan kebolehannya dan 
meralat pendapatnya sendiri yang sebelumnya melarang 
hal tersebut. 


Yusuf al-Oaradhawi mengetahui bahwa mayoritas 
ulama mengharamkan praktik riba dalam bentuk apapun 
dan menganggapnya sebagai salah satu dari tujuh dosa 
besar yang harus dihindari. Tetapi, ketika melihat realitas 
yang terjadi,Yusuf al-Oaradhawi mengangap bahwa ada 
kebutuhan yang bisa menempatkan posisi sebagai kondisi 
darurat yang dalam kaidah figih menjadi sebab bolehnya 
sesuatu yang dilarang (al-hajatu tanzilu manzilat al- 
dharurah). Pandangan Yusuf al-Oaradhawi ini didasarkan 
juga pada beberapa pendapat fugaha kontemporer seperti 
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Muhammad Rasyid Ridha, Mustafa al-Zarga, dan 
keputusan beberapa lembaga fatwa internasional seperti 
Lembaga Fatwa Kuwait, dan Majelis Ulama Dunia, yang 
memiliki kesimpulan sama atas tentang bolehnya membeli 
rumah dengan memanfaatkan kredit bank berbunga 
(ribawi) karena suatu kebutuhan yang mendesak. 


Alasan kedua yang dikemukakan oleh Yusuf al- 
Oaradhawi adalah analisis manfaat dan keuntungan yang 
akan mengantarkan pada kemaslahatan hidup minoritas 
muslim di Barat. 


Dalam pandangan penulis, pertimbangan metode 
hajiyat sebagaimana dikemukakan Yusuf Oardlawi dapat 
dibenarkan. Al-Hajat tanzilu manzilatad dlarurat. Hajat itu 
menempati kedudukan darurat. Adalah hal yang sulit dan 
bermasyagat jika menghindari dari Bank. '” 


E. Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim 


Dalam konteks Dar al-Islam, Figih al-Siyasah 
menegaskan bahwa berpartisipasi dalam masalah politik 
merupakan sesuatu yang disyari'atkan dalam upaya 
membangun kemaslahatan bersama dan menegakkan 
prinsip-prinsip Islam yang agung.” Partisipasi yang 


17 Harga rumah di Australia misalnya mencapai (minmal) 600.000 
dolar yang membutuhkan waktu 15 tahun untuk mengumpulkan 
uang sebanyak itu dengan asumsi gaji 3.300 dolar per bulan. Lihat, 
M. Noor Harisudin, Islam di Australia, 65. 
108 Memelihara agama dan mengatur dunia. Lihat, Al-Mawardi, al- 
Ahkam as-Sultaniyah, (tt), 4. 
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dimaksud dalam hal ini bersifat umum, mulai dari yang 
paling dasar, yakni memenuhi hak dan kewajiban politik 
sebagai warga negara, mengikuti pemilu, mencalonkan diri 
untuk suatu jabatan politis, dan lain sebagainya. 


Hal ini menjadi problematis ketika diletakkan dalam 
konteks partisipasi umat Islam dalam kegiatan politik di 
negara-negara non-muslim di Barat. Pertanyaan tentang 
kebolehan umat Islam di Barat ikut pemilihan presiden 
yang calon-calonnya beragama non-Islam adalah salah satu 
permasalahan, sebab syarat menjadi pemimpin menurut 
figih klasik sangat meliputi masalah agama, kepribadian, 
keilmuan, dan lain sebagainya. 


Sementara itu, ada pendapat dari Imam Bulgini, boleh 
memimpin persidangan atau sengketa hukum (Yudikatif) 
dan keputusannya. bisa direalisasikan atau dieksekusi 
109sebagai berikut: 


Pasi sah (ASIN 3 one3 SNI 5U)) 1g 
LGA oa Ig GEN Dls ale Gay BUM 3 Lala 
A8 ale Siak GIS SPV ye Hall 3 Laila 
ASyadb Udg IS) ASIN BIAN os din sladl Ol at 
Vla) 133 ol Lagian diy Va) PUS pg 533YI JU3 


109 Abdul Hamid Al-Makky AL-Syarwani, Hawasyi Al-Syarwani, Juz 
10, hal. 114, dalam maktabah syamilah. 
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BY Ueael DISINI Adi did amil! cai (JB La deng 
eU oeah gbi Aa Als sal UST ja LS Ale 
AS Ig BIA oya Ji Val ANIS 3 UB LS peka! csi 
AS ol re SN SNI arebetaaly ASIA, Uda ISI 
ALI ya Ia BUSI Ogo Bila Canal uya Odgdu AN 

Posisi pejabat ini (tanfidz/eksekutif) boleh diisi oleh 
dzimmi (non-muslim yang siap hidup bersama muslim). 
Namun untuk posisi pejabat tafwidh (pejabat dengan 


otoritas regulasi, legislasi, yudikasi, dan otoritas lainnya), 
tidak boleh diisi oleh kalangan mereka.!!9 


(A4 Ia) ML 

Ol Ah Ola RAN Jala sa Ia OS Ol at 
Hn Ganga pjg OS 

Sementara itu, para ulama yang tergabung dalam 


EFCR memberikan pandangan hukum sebagai berikut: 
pertama, tujuan kerja sama atau ikut serta dalam politik 


H0 Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sulthoniyah wal Wilayatud Diniyah, Darul 
Fikr, Beirut, Cetakan 1, juz 1, halaman 44. 
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adalah untuk menjaga hak, kebebasan, dan 
mempertahankan nilai-nilai diri serta eksistensi umat 
muslim di negara tersebut. Kedua, hukum asal 
menentukan disyari atkanyaa kerja sama politik bagi umat 
muslim di Eropa dengan status hukum boleh, sunnat dan 
wajib atas dasar ayat al-Our'an!!!, 


z Eli 2 


OA AYI III Vgil Ne si K3. 


Ketiga, kerja sama politik menjadi anggota lembaga 
sosial kemasyarakatan, ikut serta dalam partai politik, dan 
lain sebagainya. Keempat,termasuk kaidah yang paling 
penting yang harus dipegang dalam kerja sama politik ini 
adalah tetap berpegang teguh pada akhlak Islami, seperti 
kejujuran, keadilan dan tanggung jawab, serta menghargai 
pluralisme dan pandangan yang berbeda. Kelima, ikut 
serta dalam pemilihan umum dengan syarat berpegang 
pada kaidah-kaidah syar'iat, etika, dan perundang- 
undangan, dengan niat kemaslahatan dan tidak didasarkan 
pada kepentingan individu. ' Keenam,  bolehnya 
menggunakan harta benda untuk kepentingan pemilihan 
umum tersebut walaupun yang dipilih bukan seorang 
muslim, sepanjang dipandang mampu mewujudkan 
kemaslahatan umum. Ketujuh, kebolehan kerja sama 
politik tersebut berlaku bagi perempuan muslimah 
sebagaimana berlaku bagi laki-laki. 


Pandangan ECFR di atas lebih menekankan pada 
konteks dan berorientasi pada kemaslahatan, yang 
merupakan inti dari magashid al-syari'ah. Teks-teks dalil 


11 OS. Al-Ma'idah: 2 
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yang digunakan sebagai dasar figih klasik, seperti karya al- 
Ghazali, al-Mawardi, dan al-Farra' lebih dipahami dari sisi 
tujuannya di bandingkan dengan sisi makna harfiyyah teks 
itu sendiri. Pandangan ECFR ini sangat sesuai dengan 
pandangan FCNA dan beberapa sarjana muslim Amerika 
kontemporer seperti Mugtedar Khan yang jelas-jelas 
mendukung Obama pada Pemilu Amerika tahun 2008 
dengan menjadikan terwujudnya kemaslahatan bagi umat 
khususnya dan dunia pada umumnya, sebagai konsiderasi 
utama. 


Ketika Thaha Jabir al-Alwani “ditanya “apakah 
dilarang atau diharamkan ikut serta dalam sebuah sistem 
pemerintahan yang tidak Islami?” Dalam pandangan 
Thaha Jabir al-Alwani, figih pada umumnya menetapkan 
hukum haram atas hal tersebut. Tetapi ketika pertanyaan 
tersebut diletakkan dalam suatu konteks di mana tindakan 
pemerintah mugkin dipengaruhi untuk menjadi lebih baik 
dengan keterlibatan muslim dalam . sistem politik 
pemerintah memiliki otoritas. sekuler terhadap umat 
muslim di negara tersebut dan memberikannya kebebasan 
untuk menjalankan agama mereka, umat muslim diberi 
hak untuk menangani kantor publik, pemerintahan yang 
ada belum memberikan aturan dan kebijkan yang 
memihak umat muslim, maka pertanyaan di atas perlu 
untuk ditata ulang menjadi “apakah dibolehkan bagi umat 
muslim berpartisipasi dalam arena politik sebuah 
pemerintahan yang  demokratik — dalam rangka 
mempengaruhi kebijakan yang ada sehingga mendukung 
eksistensi umat Islam?” dalam konteks ini, jawabanya 
adalah: 
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“..itis permissible and an obligation on the part of the 
Muslim community to get involved as long as they are 
not forced to sacrifice their integrity. For the 
community feels him/her self to be too weak in religion 
then there is no ham if that person does not directly 
participate, but supports financially or in other ways 
instead” 12 


Walhasil, memilih pemimpin non-muslim 
diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan dan 
meminimalkan madlarat bagi umat Islam. Demikian ini 
sesuai dengan kaidah Fikih: 


IS Sp Va pu Y L 


“Sesuatu yang tidak bisa digapai semuanya, maka 
tidak boleh ditinggal semuanya”. 


F. Seorang Muslim Menerima Warisan dari Kerabatnya 
Yang Beragama Non-Islam 


Salah satu pertanyaan yang menarik adalah: seorang 
laki-laki mu'allaf (baru masuk Islam) yang ditinggal mati 
oleh kedua orang tuanya yang masih tetap beragama non- 
Islam. Laki-laki tersebut adalah pewaris tunggal dari kedua 
orang tuanya yang meninggalkan harta warisan cukup 
banyak. Pertanyaannya, apakah boleh dia menerima 
warisan dari orang tuanya, sementara hadits dengan tegas 
menyatakan bahwa seorang muslim tidak boleh mewarisi 


12 Lihat buku Figh Minoritas KH. Ahmad Imam Mawardi 
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orang kafir, sebagaimana sebaliknya orang kafir juga tidak 
boleh mewarisi harta orang Islam? 


Sebagai konsiderasi, si penanya menyampaikan bahwa 
kalau diperbolehkan mengambil warisan orang tuanya itu 
maka harta waris yang didapatkannya akan dipergunakan 
untuk kepentingan lembaga-lembaga keislaman, sementara 
apabila tidak diperbolehkan maka harta tersebut akan jatuh 
pada orang non-muslim. 


LAIN EU Lag Ng BSI Ae LN 


Artinya, “Orang muslim tidak bisa wewarisi orang kafir 
(begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi 
orang muslim,”. 


Bahwa tidak ada yang memungkiri derajat kesahihan 
hadits tentang larangan saling mewarisi antara orang Islam 
dan orang kafir tersebut. Semua ulama madzhab setuju dan 
tidak berselisih pendapat dalam hal ini. 


Artinya, “Para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak 
bisa mewarisi harta orang muslim. Begitu juga menurut 
mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan 
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generasi setelahnya berpendapat bahwa orang muslim 
tidak bisa mewarisi harta orang kafir.” 


Nampaknya, Yusuf al-Oaradhawi juga memilih untuk 
mengikuti pendapat yang tidak popular dikalangan empat 
madzhab yang menyatakan bahwa orang Islam boleh 
menerima warisan dari orang non-Islam, tetapi tidak 
berlaku sebaliknya. 


Pendapat Yusuf al-Oaradhawi ini berdasarkan 
beberapa riwayat zaman sahabat, salah satunya adalah 
riwayat dari “Umar, Mu'adz, dan Mu'awiyyah, bahwa 
mereka memperbolehkan orang Islam menerima warisan 
orang non-lIslam, tetapi tidak memberlakukan yang 
sebaliknya. Selain itu, kebolehannya ini juga dibandingkan 
dengan kebolehan orang laki-laki muslim menikahi 
perempuan Ahli Kitab, sementara laki-laki Ahli Kitab tidak 
boleh menikahi perempuan muslimah. 


Penulis setuju dengan pendapat Yusuf Oardlawi 
bahwa seorang muslim boleh mendapat warisan dari 
orang kafir. Kita merujuk pada pendapat ulama yang 
membolehkan, diantaranya Muadz bin Jabal, Said bin 


Musayyab, Masrug dan yang lainnya." 


Lp V3 pekan! Lily 6 ekeakl Lp Y BSI OT de Ojak! mari 
€ Alas oyag Urea dell oa elakal! sala Uno Lini SSI 


18Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Minhaj Ala Syarhi 
Shahih Al-Muslim, Dar Ihya, Beirut, Juz. 5, hal. 496. 
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Sg. Ela d 


Lebih lanjut Yusuf al-Oardhawi menyatakan bahwa 
dimensi kemaslahatan menerima warisan dari non-muslim 
yang kemungkinan akan lebih besar daripada membiarkan 
harta waris itu dikuasai umat non-muslim yang 
kemungkinan akan dipergunakan untuk kepentingan 
maksiat atau pengembangan agama mereka. 


Hanya saja, untuk tidak terkesan menentang derajat 
shahih dari hadits tentang larangan saling mewarisi antara 
orang Islam dan non-Islam tersebut di atas, Yusuf al- 
Oaradhawi melakukan takwil sebagaimana madzhab 
Hanafi melakukan takwil pada hadits “seorang muslim 
tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang 
kafir” Menurut mereka, orang kafir yang dimaksudkan 
adalah orang kafir harbi-yang memerangi Islam. Oleh 
karena itu, larangan saling mewarisi juga berlaku hanya 
antara muslim dan kafir harbi saja, bukan antara muslim 
dan kafir dzimmi sebagaimana muslim di Barat. 


G. Status Pernikahan Istri yang Masuk Islam Sementara 
Suaminya Tetap Non-Muslim 


Permasalahan yang tidak kalah menarik dalam Figh 
al-Agalliyat ini adalah kasus pernikahan. Kasus ini 
menempati rating pertama dalam persoalan hukum 
keluarga masyarakat minoritas muslim di Barat, mengingat 
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pernikahan beda agama dan konversi agama salah satu 
pasangan merupakan sesuatu yang lazim terjadi. 


Permasalahannya adalah tentang konversi agama 
seorang istri dari non-muslimah menjadi muslimah, 
sementara suaminya tetap memeluk agama asalnya. 
Pertanyaannya, apakah istri tersebut harus bercerai dengan 
suaminya? Konteks pertanyaan ini adalah adanya konflik 
psikologis, karena di satu “sisi mayoritas ulama 
berpendapat bahwa istri tersebut harus mengajukan cerai, 
sementara pada sisi yang lain istri keberatan meninggalkan 
suami yang dicintainya dan mengorbankan anak dan 
keluarga yang telah terbangun secara harmonis. 


Jawaban figh klasik atas permasalahan tersebut di atas 
cukup beragam, namun mayoritas masyarakat dan ulama 
berkeyakinan akan keharusan cerai di antara keduanya. Ini 
juga menjadi keyakinan Yusuf al-Oaradhawi sebelum 
mengetahui betul. realitas persoalan ketika muslimah 
tersebut berada dalam konteks sebagai minoritas muslim di 
Barat. 


Yusuf al-Oadhawi kemudian berubah pandang dan 
menyatakan bahwa istri tersebut boleh tinggal bersama 
dengan suaminya atas dasar kemaslahatan yang ingin 
dipeliharanya. Pandangan ini dihasilkan dari metode tarjih 
magashidi (pengunggulan suatu pendapat atas beberapa 
pendapat yang didasarkan pada dominasi nilai 
kemaslahatannya) atas pendapat-pendapat yang ada di 
kalangan ulama. 


Dalam konteks ini, Yusuf al-Gadhawi menyebutkan 
(9) pendapat Ibn Oayyim atas permasalahan tersebut di 
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atas: (1) batalnya pernikahan setelah masuk Islam: (2) 
pernikahan batal apabila suami tidak mau diajak masuk 
islam, (3) batalnya pernikahan setelah masa 'iddah jika 
telah digauli, dan langsung batal tanpa menunggu 'iddah 
jika belum digauli, (4) jika istri masuk Islam sebelum suami 
masuk islam, maka perceraian terjadi seketika itu juga. 
Tapi, jika suami masuk islam sebelum istri, kemudian ia 
masuk Islam dalam masa 'iddah, maka ia tetap sah menjadi 
istrinya, sementara jika tidak, maka terjadilah perceraian 
dengan berakhirnya 'iddah, (5) mempertimbangkan 'iddah 
bagi suami istri, yakin bahwa jika salah satu masuk Islam 
sebelum berhubungan badan dan pasangannya masuk 
islam ketika masih dalam 'iddah, maka tetap sah 
perkawinannya. Sementara jika 'iddah berakhir sebelum 
pasangannya masuk Islam maka batal pernikahannya, (6) 
istri tetap bersama dengan suaminya dan menunggunya 
untuk memeluk islam walaupun membutuhkan waktu 
penantian ber-tahun-tahun, (7) suami lebih berhak 
terhadap istrinya selama istri tidak keluar dari rumahnya, 
(8) suami-istri tersebut tetap.dalam pernikahannya selama 
tidak dipisahkan oleh sultan, dan (9) istri tetap bersama 
dengan suaminya, tetapi tidak boleh terjadi hubungan 
suami-istri. 


Ibnu Oayyim dan gurunya, Ibn Taymiyah, memilih 
pendapat keenam sebagai pendapat yang paling tepat, 
yakni memberikan kesempatan walaupun bertahun-tahun 
bagi istri untuk tetap bersama dengan suami seraya 
berharap suaminya masuk Islam, dengan catatan bahwa 
keduanya tidak boleh melakukan suami-istri. Sementara 
itu, Yusuf al-Oaradhawi menganggapnya sebagai pilihan 
yang kurang tepat karena bertentangan dengan tabiat dan 
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kecenderungan psikologis manusia untuk tetap melakukan 
hubungan suami-istri, terlebih ketika cinta dan kasih 
saying di antara mereka masih ada. Karena itulah maka 
Yusuf al-Oaradhawi memilih pendapat ketujuh dan 
kedelapan yang memberikan keleluasan bagi suami-istri 
tersebut untuk tetap sebagai suami-istri selama tidak 
dipisahkan oleh penguasa (sultan). Pendapat inilah yang 
dianggap lebih memberikan kemaslahatan. 


H. Makanan Halal 


Minoritas muslim juga dihadapkan pada makanan 
halal. Di restoran-restoran non muslim, maka sulit 
menghindari piring yang tidak bersentuhan dengan non 
muslim. Sementara, mereka mau tidak mau harus 
bermu'amalah dengan non-muslim, dan makanan adalah 
hal yang tidak terhindarkan dalam kehidupan mereka. 


Ulama mengatakan BOLEH, karena masuk kebolehan 
dalam keumuman ayat 5 surat al-Maidah, bahwa makanan 
orang ahli kitab dari Yahudi dan Nashrani'4 itu halal 
untuk dimakan. Sementara yang dimaksud makanan disini 
adalah sembelihan. Sementara jenis makanan yang tidak 
perlu disembelih, maka hukumnya sudah jelas dan tidak 
perlu dibahas. (fatawa AL-Azhar, Juz 1, hal. 225 dalam 
maktabah syamilah) 


14 Sebagian mufasir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 
Yahudi dan Nasrani di masa dulu. Dan Yahudi serta Nasrani di masa 
sekarang tidak termasuk dalam kategori ahlul kitab yang disebut 
dalam al-Our'an. 
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Kalau di rumah makan yang jelas non-muslim dan 
semua makanan yang disajikan mengandung makanan 
yang haram dimakan seperti babi, anjing, kelelawar, dan 
sebagainya, maka hukumnya haram. 


Oleh karena itu, sedapat mungkin seorang muslim 
dapat menghindar dari restoran yang -jelas menjual 
makanan yang haram tersebut. Ia bisa makan di tempat 
yang halal. Di beberapa negara, moslem food banyak 
didirikan dan kita bisa kapan saja membelinya. '!5 


Sebagian umat Islam di Barat sudah menyiapkan 
solusinya dengan mengolah makanan sendiri dari bahan 
baku yang dibeli di pasar. Kemana-mana, ia makan dengan 
makanan buatan sendiri. 18 


15 Di Australia, kita bisa membeli makanan khas Turki, yaitu kebab 
Turki. Demikian juga makanan Afganistan, Malaysia, dan sebagainya 
yang jelas halalnya. 

16 Pekerja asal Indonesia yang ada di Taiwan terbiasa dengan makan 
olahan sendiri. Sebelum kerja, mereka sudah masak dengan makanan 
hasil olahan tersebut. Demikian juga, mereka juga sering masak 
bersama ketika acara sembari merasakan suasana Indonesia. Apalagi, 
musim bulan puasa dan ketika acara organisasi seperti Nahdaltul 
Ulama. 
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I. Tidak Bisa Sholat Jum'at Karena “Masjid Jauh” 


Di beberapa negara Barat, sholat Jum'at menjadi 
problem karena jauhnya jarak muslim dengan masjid. Jika 
diukur, dapat menempuh perjalanan kurang lebih 6 sampai 
dengan 8 jam. Sementara, di tempat kerja, seorang muslim 
tidak ada orang muslim yang bisa diajak sholat berjama'ah 
Jum'at karena jumlahnya yang bahkan kadangkala hanya 
seorang diri. 

Dalam konteks demikian, maka seorang muslim 
diperbolehkan meningalkan sholat Jum'at karena keadaan 
darurat. Namun ini dengan catatan tegas, tidak ada niat 
meninggalkan sholat jum'at, sembari berdoa agar diberi 
pekerjaan lain yang dapat melakukan sholat Jum'at. 


Sebagian ulama mengatakan Boleh, jika tidak 
mendengar kepada panggilan adzan." 


de Je EP BI slah Bd 2A JA Ca Plan al JB 
Ak slaig Dita pls Jai al Oman oya JENIS OP Ia,d al 
llaLs Agall do SS SI Snrud olah dala gal ola, shd 


dee Olah 


17 Zakariyya Al-Anshari, Asnal Mathalib, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 
Beirut, tahun 2000, Juz 1, hal. 263 & Al-Mawardi, Hawi Kabir, Darul 
Fikir, Beirut, Juz. 2m, Hal. 918. 
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Namun alsan ini ditambah dengan sulitnya dan 
masyaggatnya orang melaksanakan sholat Jum'at ketika 
j auh. 118 

Permasalahan yang serupa ketika orang tidak bisa 
melaksanakan sholat Jum'at karena alasan pekerjaan yang 
tidak bisa ditinggal. Karena, jika ia meninggalkan ship itu, 
pekerjaan akan terhenti. Dalam kondisi ini, maka ia 
diperbolehkan meninggalkan Jum'at dan melakukan sholat 
dluhur. 


18 Jarak di desa ke kota Taipe Taiwan misalnya memakan waktu 7 
jam. Bagaimana ia bisa melakukan solat Jum'at sementara ia bekerja 
di desa yang hanya sendiri muslimnya. 
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J. Kuburan Muslim di Pemakaman Non-Muslim 
Bagaimana hukum menguburkan seorang muslim di 
pemakanan non-muslim seperti banyak terjadi di Barat? 


Dalam hemat penulis, memakamkan seorang muslim 
yang meninggal dunia di Barat bercampur dengan non 
muslim diperbolehkan karena alasan hajat manusia. 


Para ulama umumnya mengharamkan pemakaman 
yang berbaur antara muslim dengan non-muslim, kecuali 
dalam keadaan darurat dalam dalam kitab Al-Mausu'ah al- 
Fighiyah al-Kuwaitiyah. 4? 
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Artinya: Tidak boleh menguburkan mayit non muslim 
dipemakaman muslim dan begitupula mayat muslim di 
pemakaman non muslim, namun Boleh menguburkan 
seorang perempuan dzimmi yang meninggal dalam 
keadaan hamil dari seorang muslim sementara janinnya 
juga meninggal.!2 


(285 PS) LAN AA " 


Yg nakudl Bpia BUAS ojo Yo TA AI an ul JI 
AI eean lebael SEL pad PO JUS nia GB peka 
Cookuma Bnia 3 BIS Ng JS Bada 3 lama pap Y WI Je 
Aorgl dah Ugd gor 3 Union Dlag tekuni Jaten ad Lila jg 
laygh OgSu3 JSI Unokebl alis Cm USAI LSN meal!) 
lali Old dab NASA dal jab Jl oral Ang OY UI 
SIH Klo Jlg geAl yag pape3 OLI Komog LELE) 
eng Lelang Ielid Len Jal Jl aus US Gala ye Se 
OS pbdilg enak! plis Cry BA BI Lulupl 32 K3 JU 
HS 3 Sg JB SAN Oyaluak! Kenya Jalani ISI lsg 
120 Imam Nawawi, Majmu Syarah Muhadzdzab, Juz , hal. 285 dalam 


maktabah syamilah 
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Dengan demikian, ada beberapa alasan kebolehan 
pemakaman muslim di makam non-muslim. Pertama, 
sulitnya mencari tempat khusus untuk muslim. Kedua, 
regulasi negara non-muslim yang membuat pemakaman 
campuran. Ketiga, besarnya biasa yang harus dikeluarkan 
dalam pemakaman. 


Beberapa hal ini yang menjadikan bolehnya kuburan 
bersama non-muslim. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka 
tidak ada alas an untuk menguburkan dengan non-muslim 
alias dilarang. 
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Selain contoh yang penulis kemukakan di atas, masih 
banyak permasalahan hukum yang layak dikaji lebih lanjut 
dalam perspektif Figh al-Agalliyat. Misalnya, masalah 
bekerja di pemotongan babi atau pabrik minuman keras, 
yang lazim dihadapi oleh masyarakat minoritas muslim di 
Barat. Demikian juga masalah-masalah yang lain yang 
tidak kalah pentingnya dengan masalah yang dibahas. 


Permasalahan keislaman, terutama yang berhubungan 
dengan hukum. Islam, dalam kehidupan masyarakat 
minoritas muslim di Barat akan senantiasa terus bertambah 
seiring dengan cepatnya dinamika “persoalan sosial, 
budaya, dan hukumyang sering terjadi dalam kehidupan 
publik. Kebutuhan akan Figh al- Agalliyyat akan semakin 
terasa padamasa yang akan datang. 


Wallahu 'alam. “& 
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Mi... belum menjadi disiplin ilmu yang mandiri, 


Figh al-Agalliyat sangat menantang sebagai bahan kajian 
akademik terutama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 
Demikian ini karena Figh al-Agaliyat menyangkut dan 
berakiatan dengan hajat hidup sebagian besar umat Islam, 
terutama yang tinggal di negeri non-muslim atau Barat 
pada umumnya. 


Buku ini hanya memotret dan membahas sebagian 
kecil dari “Figh al-Agalliyat” yang jika dikembangkan 
pada tahap selanjutnya akan banyak sekali sisi-sisi 
menariknya. Penulis berharap akan ada banyak tulisan 
yang berkaitan dengan Figh al-Agalliyat di Indonesia dan 
dapat didesiminasikan ke berbagai negara dunia yang 
minoritas muslim. 


Oleh karena itu, setidaknya buku ini menjadi oase di 
tengah sedikitnya kajian tentang “Figh al-Agalliyat”, 
meskipun penulis menyadari bawa masih banyak 
kekurangan yang terdapat dalam buku ini. 


Tantangan Islam dan Figh di masa yang akan datang 
akan semakin berat. Problem hidup misalnya bukan hanya 
tinggal di negara minoritas, namun tinggal di kutub utara 
dan kutub selatan. Tidak ada matahari yang terlihat dalam 
sehari-harinya. Fasilitas pun pasti masih jauh dari apa yang 
diharapkan. 


Demikian juga, Tantangan seorang muslim yang di 
masa yang akan datang akan berada di planet luar bumi. 
Misalnya muslim juga perlu dipikirkan jika ia tinggal di 
Planet Mars yang tentu saja fasilitasnya masih belum 
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banyak dan mayoritas pendudukannya juga bukan 
muslim. 


Pertanyaannya: bagaimana seorang muslim dengan 
berbagai Tantangan tadi, adalah sesuatu yang tidak 
terhindarakan. Yang pasti, Islam dan tentu saja figh, 
membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
menjelaskan berbagai fenomena tadi. 


Hanya saja, Islam dan figh akan menjadi kerangka 
moral untuk menjadi. etika-religius.yang mengendalikan 
dan mengarahkan bagaimana peradaban dunia ke depan. 
Tidak sebaliknya, yaitu Islam dan figh hanya menjadi 
pengekor dan “asal patuh” atas berbagai perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 


Jika yang terakhir terjadi, maka Islam hanya “Yes 
Man” terhadap perkembangan dunia modern yang tidak 
terelakkan, padahal ada nilai-nilai yang harus dikerangkai 
dan dilarang dalam agama seperti LGBT, judi, minuman 
keras, kumpul kebo, dan sebagainya. 


Pada titik itulah, Islam dan figh menjadi tolok ukur 
nilai moral dalam Islam yang terus menerus tanpa henti 
akan berhadapan dengan hal tersebut. 


Adalah tugas mujtahid baik personal atau jama'i yang 
memberikan solusi berbagai permasalahan umat. Mujtahid 
adalah juga mujaddid yang terus melihat korelasi dan 
relevansi agama dalam kehidupan umat yang terus 
berkembang. 
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Disinilah pentingnya lembaga fatwa MUI, Nahdlatul 
Ulama, Majlis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah 
Persis, dan lembaga sejenis. 


Wallahu 'alam. 
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ASPIRASI Fisip Universitas Jember, Jurnal Gerbang eLSAD 
Surabaya, Jurnal POSTRA Jakarta, Jurnal Tahrir STAIN 
Kediri, Jurnal al-Ihkam STAIN Pamekasan, Jurnal as- 
Syir'ah UIN Sunan Kalijaga, Jurnal al-Manahij Purwokerto, 
Journal of Indonesian Islam UIN Sunan Ampel Surabaya 
(Jurnal Internasional terindeks scopus), Jurnal Studia 
Islamika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (jurnal 
internasional terindeks scopus), dan lain sebagainya, juga 
bergiat dakwah Islamiyah yakni sebagai penceramah 
agama di majlis taklim dan radio RRI, KIS FM, Ratu FM 
Jember, dan K-Radio. Menjadi penceramah kultum secara 
rutin di Jember 1 TV dan TV9 sejak 2016. Selain itu juga 
aktif sebagi koordinator khatib Jum'at/Idul Fitri/Idul Adha 
se-kabupaten Jember. Sebagai kegiatan tambahan, juga 
aktif sebagai Deputi Salsabila Group yang bergerak di 
dunia penerbitan dan percetakan. 


Beberapa buku yang telah ditulisnya antara lain: Figh 
Rakyat, Pertautan Figh dengan Kekuasaan yang diterbitkan 
LKiS Yogyakarta 2000 (Anggota penulis), Agama Sesat, 
Agama Resmi terbitan Pena Salsabila Jember tahun 2008 
(Penulis Tunggal), Edward Said Di Mata Seorang Santri 
terbitan Pena Salsabila, 2009 (Penulis Tunggal), NU, 
Dinamika Ideologi Politik dan Politik Kenegaraan diterbitkan 
Penerbit Kompas, 2010 (Kontributor Penulis), Dr. A. 
Habibullah, M.Si, Selamat Jalan Pegiat Madzhab Tegalboto 
terbitan Pena Salsabila, 2011 (Ketua Tim Penulis,) dan Prof. 
Dr. KH. Sahilun A. Nasir, Akademisi Pengawal Sunni terbitan 
Pena Salsabila, 2011 (Ketua Tim Penulis), Bersedekahlah, 
Engkau Akan Kaya dan Hidup Berkah, (diterbitkan Pena 
Salsabila, 2012), Pengantar Ilmu Figh (Pena Salsabila, 
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Surabaya, 2013), Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme, 
Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut KH. Abd. 
Muchith Muzadi (STAIN Jember Press, 2013), Ilmu Ushul 
Figh I (STAIN Jember Press, Jember, 2014), Figh Mu'amalah I 
(LAIN Jember Press, Jember, 2015) dan Munajat Cinta: 1001 
Cara Meraih Cinta Sang Pencipta (Pena Salsabila: Surabaya, 
2014), Tafsir Ahkam I (Pustaka Radja, Surabaya, 2015), 
Masail Fighiyyah (Pena Salsabila, Surabaya, 2015), 
Reaktualisasi Pancasila (Penerbit Ombak, 2015), Figh az-Zakat 
Li Tagwiyat Igtishad al-Ummah, (Darul Hikam Press: 2015), 
Menggagas Fikih — Rasional (Pena Salsabila, 2014), 
Membumikan Islam Nusantara (Pustaka Pelajar, 2016), Figh 
Nusantara: Metodologi dan Konstribusinya Pada. Penguatan 
NKRI dan Pancasila (2018), Tantangan Dakwah NU di Taiwan 
(2019), dan Argumentasi Fikih untuk Minoritas Muslim 
(2020), Islam di Australia (Pena Salsabila: 2020). Buku yang 
kini dipersiapkan adalah Figh Munakahah, Figh Ibadah, Figh 
Ath'imah dan Oawaidul Figh. 


Aktif menjadi editor beberapa buku diantaranya: Studi 
Al-Hadits karya Dr. Abu Azam al-Hadi (2010), Pendidikan 
Islam dan Trend Masa Depan karya Prof. Dr. H. Abdul Halim 
Soebahar, MA (2011), Socio-Political Background of the 
Enactment of Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karya Dr. 
KH. Ahmad Imam Mawardi (2012), dan Figh Khilafiyah 
karya Prof. Dr. Burhan Jamaludin, MA (2013). 


Penelitian yang pernah dilakukan adalah “Wacana 
Pluralisme Beragama dalam Pandangan Kiai di Jember” 
(Kemenag RI Tahun 2010), “Pesantren Ramah Lingkungan: 
Studi Kasus Rekonstruksi Pesantren Al-Falah Karangharjo 
Silo Kabupaten Jember Sebagai Pusat Konservasi 
Lingkungan (DIPA STAIN Jember 2012), “Feminis Santri: 
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Tokoh, Pemikiran dan Gerakan Feminis Berlatar Belakang 
Pesantren di Daerah Tapal Kuda 1990-2012 (DIPA Tahun 
2013)” dan “Rasionalitas Hukum Islam” (Mandiri 2015) 
serta  “Figh  Anti-Radikalisme” (Mandiri 2016), 
“Merongrong Ortodoksi Keagamaan: Perlawanan Salafi- 
Wahabi terhadap Wacana “Figh Nusantara” di Jember” 
(2018), dan “Kesiapan Pelaku UMKM dalam Pembuatan 
Sertifikasi Halal Perspektif UU No. 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal di Kabupaten Jember, (2019). 


Kini, guru besar IAIN Jember yang aktif mengisi 
seminar, workshop, pelatihan dan..ceramah agama di 
Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Ternate, Cirebon, 
Aceh, Kalimantan, Makasar, Palembang, Pekanbaru, 
Papua, Mataram, Pasuruan, Jember, . Banyuwangi, 
Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Malang, Madura, 
Semarang, Taiwan,. Australia, Mesir, Belanda, Jerman, 
Amerika Serikat, Rusia, Saudi Arabia, dan lain-lain itu 
telah dikarunia empat. orang putra dan satu orang putri, 
yaitu M. Syafig Abdurrazig, Iklil Naufal Umar, Ibris Abdul 
Karim, Sarah Hida Abidah dan Ahmad Eidward Said, dari 
pernikahannya dengan Robiatul Adawiyah, S.H.I. Kritik 
dan saran bisa dialamatkan ke email penulis: 
mnharisudinstainjember @gmail.com atau 
mnharisudinuinjember @gmail.com. Telp atau WA: 
081249995403. 
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